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ABSTRAK 

 

IMPL.EM.ENTASI APLIKASI SIMKAH G.EN.ERASI 4 DALAM 

ADMINISTRASI  P.ENCATATAN P.ERNIKAHAN DI KUA  

K.ECAMATAN BANGKINANG KOTA   

KABUPATEN KAMPAR 

 

Oleh : 

NING ATIKA SYURI 

NIM. 11970524747 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Generasi 4 dalam administrasi pencatatan 

pernikahan di KUA Kecamatan Bangkinang Kota. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi di KUA Bangkinang Kota. Dan analisis 

data menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang 

meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMKAH Generasi 4 telah 

memberikan kemudahan dalam pelayanan pencatatan pernikahan melalui sistem 

berbasis web dan integrasi data nasional. Namun, dalam pelaksanaannya masih 

terdapat kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur 

jaringan, kendala teknis sistem yang berdampak pada efisiensi waktu dan akurasi 

data pencatatan, serta kurangnya pelatihan bagi staf dan operator. Upaya 

perbaikan diarahkan pada peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi sistem 

jaringan, serta penguatan koordinasi antarinstansi. 

Kata Kunci : Implementasi, SIMKAH Generasi 4, Administrasi, Pencatatan 

Pernikahan, KUA 
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ABSTRACT 

THE IMPLEMENTATION OF THE FOURTH-GENERATION SIMKAH 

APPLICATION IN MARRIAGE REGISTRATION ADMINISTRATION  

AT THE OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS (KUA) OF BANGKINANG 

KOTA DISTRICT, KAMPAR REGENCY 

 

By : 

NING ATIKA SYURI 

NIM. 11970524747 

 

This study aims to analyze the implementation of the fourth-generation 

Marriage Management Information System (SIMKAH Generation 4) in marriage 

registration administration at the Office of Religious Affairs (KUA) of Bangkinang 

Kota District. This research used a qualitative method with a descriptive approach. 

Data were collected through interviews, observation, and documentation at KUA 

Bangkinang Kota. Data analysis applied George C. Edward III’s policy 

implementation model, which consists of communication, resources, disposition, 

and bureaucratic structure. The results indicate that the implementation of 

SIMKAH Generation 4 has facilitated marriage registration services through a 

web-based system and national data integration. However, several obstacles 

remain, including limited human resources, network infrastructure constraints, 

technical system problems affecting time efficiency and data accuracy, and 

insufficient training for staff and operators. Improvement efforts are directed 

toward enhancing human resource capacity, optimizing network systems, and 

strengthening inter-agency coordination. 

Keywords: implementation, SIMKAH Generation 4, administration, marriage 

registration, KUA. 
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BAB I 

P .ENDAHULUAN 

1.1 Latar B.elakang 

M.enurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 t.entang P.erkawinan 

m.erupakan ikatan lahir dan bathin antara s.eorang wanita s.ebagai suami istri d .engan 

tujuan m .emb.entuk k.eluarga (rumah tangga) yang bahagia dan k .ekal b.erdasarkan 

K.etuhanan Yang Maha .Esa. Dalam Undang-Undang p.erkawinan dan P .eraturan 

P .em.erintahan Nomor 9 Tahun 1975 t.entang P.elaksanaan Undang-Undang 

P .erkawinan, dinyatakan didalamnya, bahwa tiap-tiap p.erkawinan harus dicatat 

m.enurut p.eraturan p.erundang-undangan yang b.erlaku. Hal ini dip.erkuat ol.eh 

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 T.entang Administrasi K .ep.endudukan yang 

m.enyatakan, bahwa p .erkawinan bagi p .enduduk yang b.eragama Islam dicatat di 

Kantor Urusan Agama (KUA) dan p.encatatan sipil. S.ehingga k.et.entuan ini 

m.eny.ebabkan adanya k .ewajiban bagi masyarakat yang h.endak m.enikah untuk 

m.encatatkan p.erkawinannya di wilayah KUA K .ecamatan atau Kantor Catatan Sipil 

t.empat m.er .eka b.erada.  

K.emudian dit.ekankan lagi dalam KHI pasal 5 ayat (1) bahwa “agar t.erjamin 

k.et.ertiban p.erkawinan bagi masyarakat Islam p.erkawinan harus dicatat. D.engan ini 

bisa dilihat bahwa sahnya p.erkawinan itu m.enurut k.et.entuan hukum agama dan 

k.et.entuan administrasi n.egara ialah s.et.elah dilakukannya p.encatatan p.erkawinan 

ol.eh P.egawai P.encatat Nikah (PPN) yang ada dis.etiap Kantor Urusan Agama 

(KUA) K.ecamatan. P.encatatan p.erkawinan dilakukan s.et.elah akad nikah 

dilaksanakan. . 

Dalam PMA Nomor 19 Tahun 2018 t.entang P.encatatan P.erkawinan 

m.enj.elaskan bahwa admnistrasi p.encatatan p.erkawinan dilakukan m.elalui aplikasi 

sist.em informasi manaj.em.en p.ernikahan b.erbasis onlin.e. Pasal 33 ayat (1) dan (2) 

yaitu Sist.em Informasi Manaj.em.en Nikah (SIMKAH), m.erupakan s.ebuah program 

aplikasi komput.er b.erbasis windows yang b.erguna untuk m.engumpulakn data-data 

p.ernikahan dari s.eluruh Kantor Urusan Agama (KUA) di s.eluruh wilayah 
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Indon.esia, aplikasi ini m.erupakan inovasi t.erbaru dari bimbingan Masyarakat  Islam 

untuk m.engoptimalkan kin.erja KUA k.ecamatan, t.erutama dalam m.endukung tugas 

KUA dalam p.elayanan p.encatatan p.erkawinan d.engan m.emanfaatkan t.eknologi 

int.ern.et. Sist.em Informasi Manaj.em.en Nikah (SIMKAH) adalah sist.em digital yang 

diciptakan ol.eh K.em.ent.erian Agama R.epublik Indon.esia untuk m.endukung 

p.elaksanaan administrasi p.encatatan p.ernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA).  

S.eb.elum adanya sist.em ini, p.encatatan p.ernikahan dilakukan s.ecara 

konv.ensional yang s.eringkali m.enghadapi b.erbagai masalah, s.ep.erti k.et.erlambatan 

p.encatatan, k.esalahan input data, hingga pot.ensi t.erjadinya duplikasi data. Hal ini 

t.entu b.erdampak pada k.eabsahan data yang ada di KUA dan pada tingkat nasional. 

D.engan SIMKAH, s.emua pros.es p.encatatan diharapkan bisa b.erlangsung l.ebih 

c.epat, akurat, dan transparan, yang pada akhirnya dapat m.eningkatkan kualitas 

p.elayanan publik di KUA. Di KUA Bangkinang Kota, s.ep.erti halnya di banyak 

KUA lainnya, impl.em.entasi SIMKAH g.en.erasi k.e-4 diharapkan m.embawa 

p.erubahan signifikan dalam pros.es administrasi p.encatatan p.ernikahan.  

Di .era digital s.ep.erti s.ekarang, digitalisasi m.enjadi s.ebuah k.eharusan untuk 

m.emod.ernisasi dan m.eningkatkan .efisi.ensi p.elayanan publik. P.em.erintah 

Indon.esia t.elah m.engimpl.em.entasikan b.erbagai program digitalisasi di b.erbagai 

s.ektor, t.ermasuk dalam p.encatatan administrasi di K.em.ent.erian Agama. Salah satu 

t.erobosan p.enting di s.ektor ini adalah p.eluncuran Sist.em Informasi Manaj.em.en 

Nikah (SIMKAH) g.en.erasi k.e-4, yang diharapkan mampu m.eningkatkan kualitas 

layanan administrasi p.ernikahan yang s.elama ini dijalankan s.ecara manual.  

Dalam pencatatan nikah dengan SIMKAH pada mulanya ditemukan di 

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 pada pasal 5 bahwa pencatatan 

perkawinan dilakukan secara tertulis dimana pengisian formulir yang digunakan 

untuk pencatatan, pengisian formulir, dan pendaftaran nikah, cerai, talak, dan rujuk 

ditulis dengan huruf balok menggunakan tinta hitam dan penulisan juga dapat 

dilakukan dengan mesin ketik. Namun semakin berkembangnya teknologi, 

pelayanan nikah juga semakin berinovasi. Maka, pada tahun 2013 diluncurkanlah 

Aturan Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Mayarakat Islam Nomor DJ.II/369 
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Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada Kantor 

Urusan Agama. Untuk itu, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) telah 

berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas KUA melalui perbaikan yang berbasis 

teknologi atau jaringan internet. Khususnya dalam pelayanan pencatatan 

perkawinan yang sebelumnya hanya menggunakan Sistem Informasi Manajemen 

Nikah atau disingkat dengan “SIMKAH” yang berbasis dekstop dan secara manual. 

Hingga pemerintah memandang sangat perlu untuk menggunakan program 

SIMKAH secara online atau melalui jaringan internet yang terintegral secara 

langsung pada kartu nikah di KUA Kecamatan. Dalam hal ini, terbitlah Peraturan 

Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengadaministrasian Pencatatan 

Perkawinan Berbasis Online.  

K.em.ent.erian Agama sangat m.ewajibkan dan m.enginstruksikan k.epada 

s.eluruh jajaran Kantor Urusan Agama K.ecamatan di Wilayah untuk s.eg.era 

m.enggunakan aplikasi SIMKAH yang b.erbasis W.EB. M.elihat aturan t.entang 

SIMKAH yang m.engharuskan p.en.erapan t.elah diturunkan d.engan adanya aturan 

Istruksi Dirj.en BIMAS Islam Nomor B.4608/DJ.III.II.2/HM..00/11/2018 t.entang 

p.en.en.erapan SIMKAH pada s.eluruh Kantor Urusan Agama K.ecamatan.  

P.en.erapan aplikasi SIMKAH dalam Administrasi p.encatatan  p.ernikahan  di 

KUA K.ecamatan Wilayah K.erja Kantor Urusan Agama K.ecamatan Bangkinang 

Kota Kab. Kampar s.ekarang sudah m.emakai aplikasi SIMKAH g.en.erasi 4 yang 

t.elah dir.esmikan dan di.edarkan ol.eh K.EM.ENAG surwt nomor B-

5075/Dt.III.II/HM.00/10/2022 s.ejak S.enin, 10 oktob.er 2022.  

P.eluncuran SIMKAH g.en.erasi k.e-4 m.erupakan p.eny.empurnaan dari v.ersi 

s.eb.elumnya, Perkembangan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dari 

generasi sebelumnya hingga Generasi 4 mencerminkan transformasi digital yang 

besar dalam upaya memodernisasi layanan pendaftaran pernikahan. Pada 

umumnya, SIMKAH generasi awal hanya berperan sebagai aplikasi untuk 

memasukkan data secara offline yang mendukung Kantor Urusan Agama dalam 

pencatatan internal. Data yang dimasukkan belum terintegrasi dengan pusat dan 
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belum dilengkapi sistem verifikasi otomatis, sehingga rawan terhadap kesalahan 

dalam penulisan identitas, penundaan pelaporan, serta duplikasi data.  

Pada SIMKAH Generasi 2 dan 3, sistem mulai bergeser ke aplikasi berbasis 

web, tetapi belum terhubung secara langsung dengan basis data kependudukan 

(Dukcapil). Proses pemeriksaan identitas pasangan calon mempelai masih 

dilakukan secara manual, sehingga ketepatan data sangat bergantung pada keahlian 

staf dalam mengecek dokumen fisik. Di samping itu, sistem tersebut belum 

menyediakan validasi secara langsung, pendaftaran daring oleh warga, atau 

keterbukaan data di tingkat nasional. 

Gambar 1.1 

Laman Awal SIMKAH Gen 4 

 

sumber : KUA Kecamatan Bangkinang Kota 

 

SIMKAH Generasi 4 muncul sebagai peningkatan signifikan dengan 

menyediakan berbagai fitur krusial, antara lain : 
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1.  Koneksi langsung ke basis data kependudukan (Dukcapil) melalui pemeriksaan 

NIK otomatis, yang mengurangi risiko kesalahan entri dan ketidakcocokan 

identitas. 

2. Pendaftaran pernikahan daring oleh masyarakat melalui situs resmi Kementerian 

Agama, sehingga memperbaiki kemudahan akses dan mempercepat proses 

layanan. 

3. Pendaftaran pernikahan daring oleh masyarakat melalui situs resmi Kementerian 

Agama, sehingga memperbaiki kemudahan akses dan mempercepat proses 

layanan. 

4. Pendaftaran pernikahan daring oleh masyarakat melalui situs resmi 

Kementerian Agama, sehingga memperbaiki kemudahan akses dan 

mempercepat proses layanan. 

5. Pendaftaran pernikahan daring oleh masyarakat melalui situs resmi 

Kementerian Agama, sehingga memperbaiki kemudahan akses dan 

mempercepat proses layanan. 

6. Pendaftaran pernikahan daring oleh masyarakat melalui situs resmi 

Kementerian Agama, sehingga memperbaiki kemudahan akses dan 

mempercepat proses layanan. 

Dengan keunggulan-keunggulan itu, SIMKAH Generasi 4 tidak sekadar 

menjadi pembaruan teknis semata, melainkan juga merupakan wujud nyata dari 

kebijakan nasional mengenai digitalisasi layanan publik, pengintegrasian data 

kependudukan, serta sistem pemerintahan elektronik yang diatur dalam SPBE. 

Akibatnya, SIMKAH Generasi 4 menjadi lebih modern, tepat sasaran, responsif, 

dan hemat sumber daya jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Dan 

diharapkan bisa l.ebih m.emp.ermudah aks.es Masyarakat untuk m.endapatkan 

p.elayanan p.ernikahan d.engan tujuan m.eningkatkan .efisi.ensi dan akurasi dalam 

p.encatatan p.ernikahan, s.erta int.egrasi data p.ernikahan k.e dalam sist.em nasional. 

Adapun manfaat SIMKAH dalam administrasi kependudukan bukan hanya 

berperan sebagai alat untuk merekam acara pernikahan, melainkan juga elemen 

krusial dalam memperbaiki pengelolaan administrasi kependudukan di tingkat 
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nasional. Dalam konteks administrasi publik, pencatatan pernikahan masuk ke 

dalam kategori peristiwa vital yang menentukan status hukum individu dan 

memengaruhi berbagai dokumen kependudukan seperti Nomor Induk 

Kependudukan (NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta Kartu Keluarga (KK). 

Melalui digitalisasi pencatatan via SIMKAH, setiap kejadian nikah dapat 

didokumentasikan secara terintegrasi, tepat, dan langsung terhubung dengan basis 

data nasional, sehingga mengurangi risiko kesalahan input, duplikasi data, atau 

pemalsuan informasi. Proses digital ini selaras dengan tren pembangunan 

administrasi kependudukan yang menekankan sistem identitas tunggal, yang 

didukung oleh integrasi data lintas instansi pemerintah (Heeks, 2006). 

 Dengan SIMKAH, pemerintah mampu membangun arsip digital 

pernikahan secara nasional, memfasilitasi analisis kebijakan terkait keluarga, 

perlindungan wanita dan anak, serta pengendalian populasi berdasarkan data yang 

valid dan real-time. Impl.em.entasi sist.em ini m.enjadi langkah strat.egis untuk 

m.enghadapi .era digitalisasi dalam administrasi p.em.erintahan, t.erutama di bidang 

p.elayanan publik s.ep.erti p.encatatan p.ernikahan. K.ehadiran SIMKAH g.en.erasi k.e-

4 diharapkan dapat m.emp.erbaiki b.erbagai k.el.emahan yang ada pada sist.em 

p.encatatan manual.  

Dalam implementasi SIMKAH Generasi 4 di Kantor Urusan Agama (KUA) 

Kecamatan Bangkinang Kota, hasil utama dari proses pendaftaran pernikahan 

adalah buku nikah, yang berfungsi sebagai dokumen resmi pemerintah. Buku ini 

dicetak oleh KUA setelah semua informasi pasangan diverifikasi dalam sistem dan 

terintegrasi dengan basis data kependudukan nasional. Pencetakan dilakukan sesuai 

standar nasional, dilengkapi nomor seri, barcode, dan kode QR yang terhubung ke 

data elektronik di server SIMKAH, memastikan keabsahan dan kevalidannya 

secara administratif. Sebaliknya, kartu nikah tidak lagi diproduksi oleh KUA, 

melainkan tersedia dalam format digital lewat SIMKAH, yang memungkinkan 

pasangan untuk mengunduh dan mencetaknya sendiri. Kartu ini berperan sebagai 

identitas pernikahan digital yang mudah digunakan, sehingga calon pasangan bisa 

mencetaknya sesuai keperluan atau menyimpannya secara elektronik melalui 
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aplikasi Kementerian Agama. Dengan demikian, perbedaan output ini 

menggambarkan bahwa SIMKAH Gen 4 tidak hanya meningkatkan sistem 

pendaftaran pernikahan, tetapi juga mendorong perubahan layanan digital dengan 

cara menyederhanakan dan mengoptimalkan proses penerbitan identitas 

pernikahan. 

Gambar 1.2 

 Jumlah Data dari Output SIMKAH Gen 4 

Sumber : SIMKAH KUA Kecamatan Bangkinang  Kota 

 

Data dalam gambar tersebut menggambarkan pengaturan buku nikah di 

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkinang Kota, yang mencakup aspek 

penyaluran, pemanfaatan, dan stok tersisa sesuai dengan tahun penerbitan buku 

tersebut. Untuk tahun 2022 dan sebelumnya, seluruh persediaan sebanyak 177 buku 

nikah telah didistribusikan, sehingga tidak tersisa stok sama sekali. Pada tahun 

2023, tersisa 32 buku dari total 380, sedangkan tahun 2024 masih menyimpan 230 

buku dari jumlah keseluruhan 700. Di samping itu, laporan tindak lanjut (TL) 

menunjukkan bahwa tidak ada laporan yang tertunda atau dalam proses 

penanganan, dengan tujuh laporan yang telah dituntaskan, yang mencerminkan 

kinerja layanan yang efisien di KUA Kecamatan Bangkinang Kota tersebut. 
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B.erdasarkan Informasi t.ers.ebut, dik.etahui bahwa SIMKAH m.erupakan 

aplikasi yang b.erbasis hukum, yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 t.entang 

P.erubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 t.entang p.erkawinan yang  

m.engatur t.entang k.ewajiban p.encatatan p.ernikahan bagi s.etiap pasangan yang 

m.enikah.  K.emudian p.eraturan M.ent.eri Agama Nomor 21 Tahun 2022 pasal 12 ayat 

(1) t.entang p.eny.el.engaraan P.encatatan Nikah, mulai tanggal 1 Januari 2023, 

s.eluruh KUA di Indon.esia wajib m.enggunakan SIMKAH g.en.erasi 4 untuk 

m.elakukan p.encatatan nikah.  

P.encatatan p.erkawinan dilakukan s.et.elah akad nikah dilaksanakan. 

(P.eraturan M.ent.eri Agama Nomor 19 Tahun 2018 t.entang P.encatatan P.erkawinan, 

Pasal 8 ayat (1)) Akad nikah dilaksanakan di KUA K.ecamatan pada hari dan jam 

k.erja namun jika atas p.ermintaan calon p.engantin, akad nikah dapat dilaksanakan 

di luar KUA K.ecamatan atau di luar hari dan jam k.erja. Namun s.ejatinya untuk 

m.emp.ermudah administrasi p.encatatan p.erkawinan dilaksanakan di KUA 

K.ecamatan. 

S.ejak di.edarkan dan dir.esmikan surat No. B-5075/Dt.III.II/HM.00/10/2022 

s.enin, 10 oktob.er 2022 lalu di s.eluruh KUA Indon.esia, maka dimulailah p.en.erapan 

aplikasi SIMKAH G.en.erasi 4 pada KUA s.etiap k.ecamatan, salah satunya di KUA 

K.ecamatan Bangkinang Kota Kabupat.en Kampar. (S.E K.em.enag RI Nomor B-

5075/Dt.III.II/HM.00/10/2022)  

SIMKAH adalah layanan yang b.erb.entuk aplikasi yang dik.embangkan ol.eh 

K.EM.ENAG RI untuk m.eng.elola data dan informasi p.ernikahan dis.eluruh 

Indon.esia. SIMKAH t.elah m.engalami b.eb.erapa p.eng.embangan, dan saat ini t.elah 

m.emasuki g.en.erasi k.e-4. B.erikut data p.endaftaran p.encatatan nikah di SIMKAH 

g.en.erasi 4  di KUA Bangkinang kota Kabupat.en Kampar dari tahun 2022 bulan 

oktob.er hingga tahun 2024 bulan oktob.er. 
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Tabl.e 1.1 

P.encatatan P.ernikahan Pada SIMKAH  Di Dalam Dan Luar KUA 

Kecamatan Bangkinang Kota 

Sumb.er : Kantor Urusan Agama Bangkinang Kota  

Secara keseluruhan, data dalam tabel mengungkapkan bahwa jumlah 

pernikahan yang dilakukan di luar kantor urusan agama (KUA) selalu lebih banyak 

daripada yang di dalam KUA setiap tahunnya. Perbedaan angka ini mencerminkan 

kecenderungan masyarakat memilih akad nikah di lokasi eksternal, walaupun 

layanan di dalam KUA lebih komprehensif dalam hal fasilitas administrasi dan 

teknologi, terutama dengan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Nikah 

(SIMKAH) Generasi 4. 

Pada 2022, hanya 13 pernikahan terjadi di dalam KUA, sementara 40 

dilakukan di luar KUA. Angka ini naik pada 2023 menjadi 57 di dalam KUA dan 

170 di luar KUA, yang menandai lonjakan permintaan pernikahan di luar KUA. Di 

2024, jumlahnya turun menjadi 38 di dalam KUA dan 136 di luar, meski selisih 

antara keduanya tetap signifikan. 

Oleh karena itu, cara menginterpretasi tabel ini melibatkan pengamatan 

perubahan perbandingan antara dua jenis lokasi akad nikah dari waktu ke waktu. 

Data ini menunjukkan bahwa dominasi pernikahan di luar KUA langsung 

memengaruhi proses administrasi pencatatan melalui SIMKAH Generasi 4, 

khususnya dalam hal efisiensi waktu dan ketepatan data.  

Dalam pros.es impl.em.entasi ini, b.erbagai tantangan dan k.endala pasti 

dihadapi. ol.eh kar.ena itu, p.enting untuk m.engkaji l.ebih lanjut bagaimana pros.es 

Tahun Dalam KUA Luar KUA 

2022 13 40 

2023 57 170 

2024 38 136 
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impl.em.entasi SIMKAH di KUA Kecamatan Bangkinang Kota b.erjalan, apa saja 

k.endala yang muncul, dan bagaimana sist.em ini m.emp.engaruhi administrasi 

p.encatatan p.ernikahan dibandingkan d.engan sist.em s.eb.elumnya. P.en.elitian ini 

sangat r.el.evan d.engan k.ebijakan p.em.erintah yang b.erupaya m.eningkatkan .efisi.ensi 

p.elayanan publik m.elalui p.en.erapan t.eknologi informasi. Hal ini t.entu juga b.erlaku 

dalam kont.eks impl.em.entasi SIMKAH di KUA Bangkinang Kota, yang mungkin 

m.enghadapi tantangan s.erupa.  

K.emudian dalam p.elaksanaan program p.elayanan p.endaftaran 

m.enggunakan SIMKAH G.en.erasi 4 di Kantor Urusan Agama K.ecamatan 

Bangkinang Kota t.ernyata t.erdapat b.erbagai macam k.endala, m.eliput :  

1. Efisi.ensi waktu.  

Dari sisi efisiensi waktu, pegawai menghadapi hambatan berupa lambatnya 

server SIMKAH dan jaringan internet yang sering tidak stabil, sehingga proses 

input data calon pengantin kerap tertunda dan m.engakibatkan waktu p.elayanan 

m.enjadi tidak .efisi.en. Kondisi ini menyebabkan pelayanan menjadi lebih lama dari 

standar waktu yang seharusnya. 

Selain itu, beban kerja operator menjadi lebih berat karena seluruh proses 

input data sangat bergantung pada satu orang, sehingga apabila operator 

berhalangan, pelayanan menjadi terhambat. Situasi ini dip.erburuk ol.eh kons.entrasi 

p.ermintaan layanan p.encatatan nikah yang tinggi pada waktu-waktu t.ert.entu, 

s.ep.erti akhir p.ekan atau musim p.ernikahan, yang m.enambah panjang antrian dan 

waktu tunggu bagi pasangan yang ingin m.encatatkan p.ernikahan m.er.eka. Dan 

Dalam pros.es p.encatatan p.ernikahan m.elalui SIMKAH ini m.erupakan tantangan 

signifikan yang masih b.elum s.ep.enuhnya t.eratasi.  

2. Akurasi Data Pencatatan 

Akurasi data adalah asp.ek lain dalam impl.em.entasi SIMKAH yang 

m.em.erlukan p.erhatian s.erius. M.eskipun sist.em ini b.erupaya m.eningkatkan 

k.eakuratan p.encatatan, masih t.erdapat b.eb.erapa hambatan yang m.embuat data yang 

dihasilkan tidak s.ep.enuhnya akurat. Pros.es input data yang dilakukan s.ecara 
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mandiri oleh pasangan calon pengantin m.eningkatkan risiko k.esalahan, t.erutama 

saat p.etugas m.emasukkan informasi yang krusial. Beberapa kendala teknis 

menyebabkan data tidak selalu tersimpan dengan baik dalam sistem. Gangguan 

jaringan,  Listrik, dan server SIMKAH yang eror dapat menyebabkan data yang 

sedang diproses hilang atau tidak tercatat dengan sempurna, sehingga harus diinput 

ulang dan berpotensi menimbulkan kesalahan.  

S.esuai d.engan t.emuan dari Rahman dan Suparman (2021), impl.em.entasi 

sist.em digital di b.erbagai instansi p.em.erintah s.eringkali t.erk.endala ol.eh faktor 

t.eknis s.ep.erti r.endahnya p.emahaman staf m.eng.enai t.eknologi informasi, s.erta 

k.et.erbatasan sarana dan prasarana yang m.emadai. K.endala ini sangat r.el.evan 

d.engan kondisi di banyak KUA yang b.elum s.ep.enuhnya siap dalam hal 

infrastruktur t.eknologi.  

K.et.erbatasan aks.es t.erhadap p.elatihan dan p.endampingan juga m.enjadi 

faktor p.enghambat yang p.erlu dip.erhatikan. Dalam p.en.elitiannya, Hasan (2021) 

m.enunjukkan bahwa p.elatihan dan p.eningkatan kapasitas SDM m.erupakan faktor 

p.enting dalam m.emastikan k.eb.erhasilan impl.em.entasi sist.em informasi baru di 

s.ektor publik. P.egawai KUA yang s.eb.elumnya t.erbiasa d.engan p.encatatan manual 

t.entu p.erlu b.eradaptasi d.engan cara k.erja yang l.ebih t.erstruktur dan b.erbasis 

t.eknologi. Kurangnya p.emahaman ini bisa b.erujung pada r.esist.ensi atau 

k.et.erlambatan dalam m.engop.erasikan sist.em s.ecara optimal. . 

Dip.erlukan waktu untuk s.eluruh .el.em.en di KUA dapat s.ep.enuhnya 

b.eradaptasi d.engan sist.em baru ini. K.eb.erhasilan impl.em.entasi SIMKAH di KUA 

Bangkinang Kota juga akan sangat b.ergantung pada dukungan dari K.em.ent.erian 

Agama dalam hal p.eny.ediaan infrastruktur, p.elatihan SDM, s.erta p.endampingan 

dalam pros.es transisi ini. K.erjasama yang baik antara b.erbagai pihak, baik di tingkat 

pusat maupun da.erah, akan sangat m.en.entukan k.elancaran impl.em.entasi sist.em ini. 

Namun tantangan yang dihadapi juga tidak s.edikit. M.elalui kajian yang m.endalam 

t.erhadap pros.es impl.em.entasi, s.erta k.endala k.endalanya, diharapkan dapat 

dit.emukan solusi-solusi yang dapat dit.erapkan untuk m.emp.erbaiki dan 

m.engoptimalkan p.elaksanaannya. 
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S.ecara k.es.eluruhan, latar b.elakang ini m.en.ekankan p.entingnya kajian 

m.eng.enai impl.em.entasi SIMKAH g.en.erasi k.e-4 di KUA Kecamatan Bangkinang 

Kota, baik dari s.egi pros.es p.elaksanaannya, k.endala yang dihadapi, maupun 

dampaknya t.erhadap sist.em administrasi p.encatatan p.ernikahan. M.engingat 

p.entingnya p.encatatan p.ernikahan s.ebagai salah satu layanan publik yang krusial, 

k.eb.erhasilan impl.em.entasi SIMKAH diharapkan dapat m.eningkatkan kualitas 

p.elayanan s.erta k.ep.ercayaan masyarakat t.erhadap institusi p.em.erintah. 

Untuk m.eng.etahui hal itu l.ebih lanjut, maka p.enulis t.ertarik untuk 

m.elakukan p.en.elitian di Kantor Urusan Agama K.ecamatan Bangkinang Kota dalam 

b.entuk skripsi d.engan Judul “Impl.em.entasi Aplikasi Simkah G.en.erasi 4 Dalam 

Administrasi P.encatatan P.ernikahan Di Kantor Urusan Agama K.ecamatan 

Bangkinang Kota Kabupaten  Kampar”  

1.2 Rumusan Masalah  

Agar p.embahasan ini t.ersusun s.ecara sist .ematis, maka p .erlu dirumuskan 

rumusan masalah s.ebagai b.erikut:  

1. Bagaimana pros.es impl.em.entasi SIMKAH di kantor Urusan agama Kecamatan  

Bangkinang kota? 

2. Apa saja k.endala yang dihadapi dalam Impl.em.entasi SIMKAH di KUA 

Kecamatan bangkinag kota? 

 

1.3 Tujuan P.en .elitian 

M.elihat dari rumusan masalah maka p .en.eliti dapat m .eng.etahui tujuan dari 

p.en.elitian ini yakni:  

1. Untuk m.eninjau dan m.enj.elaskan impl.em.entasi aplikasi SIMKAH g.en.erasi 4 

dalam administrasi p .encatatan nikah di KUA K.ec. Bangkinang Kota.  

2. Untuk m .eninjau dan m.enj.elaskan k.endala yang dihadapi dalam Impl.em.entasi 

aplikasi SIMKAH g .en.erasi 4 dalam administrasi p.encatatan nikah di KUA K.ec. 

Bangkinang Kota.  
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1.4 Manfaat P.en .elitian  

Adapun Manfaat dari p.en.elitian ini adalah s.ebagai b.erikut :  

1. Manfaat T .eor .etis  

M.emb.erikan Informasi dan p.eng.etahuan m .eng.enai impl.em.entasi aplikasi 

SIMKAH g.en.erasi 4 dalam administrasi p.encatatan nikah di KUA K.ec. Bangkinang 

Kota, bagi akad .emisi kampus dan Masyarakat. S .elain itu juga dapat dijadikan 

s.ebagai bahan p.erbandingan untuk p.en.elitian s.elanjutnya.  

2. Manfaat praktis  

M.emb.erikan p.eng.etahuan tambahan untuk p.embaca s.erta untuk r.ef .er .ensi 

bagi yang m .embutuhkan s.erta s.ebagai acuan bagi KUA K .ec. Bangkinang Kota, 

t.erutama untuk m.emp.ermudah p.elayanan p.encatatan nikah yang s.esuai d.engan 

k.et.entuan p.erundang-undangan. 

 

1.5 Sist .ematika P.enulisan  

Untuk dapat m.emb.erikan gambaran s.ecara umum dari p.enulisan ini, p.enulis 

m.embaginya k.e dalam b.eb.erapa bab dan s.etiap bab t .erdiri dari b.eb.erapa pasal, yaitu 

s.ebagai b.erikut :  

BAB 1 P .ENDAHULUAN : M.erupakan p.endahuluan yang yang t .erdiri dari 

latar b.elakang masalah, rumusan masalah, tujuan p.en.elitian, manfaat p.enulisan, dan 

sist.ematika p.enulisan. 

BAB II LANDASAN T.EORI : Bab ini m .enj.elaskan  landasan t .eori, d.efinisi 

dan  p.enj.elasan yang b .erhubungan d.engan p.en.elitian yang dilakukan , p.en.elitian 

t.erdahulu, kons.ep op.erasional, k.erangka b.erfikir yang b .erhubungan d.engan pokok 

p.embahasan dan p.en.elitian t.erdahulu s.erta  m.enjadi dasar acuan t.eori yang 

digunakan dalam p.en.elitian ini. 

BAB III M.ETOD.E P.EN.ELITIAN : Bab ini b.erisi t.entang m .etod.e 

p.en.elitian, lokus, focus, sumb .er data, j.enis data, informan/narasumb .er dan validasi 

data. 
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BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN : Bab ini 

berisikan mengenai gambaran umum Lokasi penelitian, seperti sejarah objek 

penelitian, aktivitas objek penelitian, struktur organisasi objek penelitian dal lain 

sebagainya. 

 BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Bab ini berisikan 

tentang hasil penelitian dan pembahasan guna menjawab pertanyaan dan pengujian 

terhadap hipotesis penelitian.  

BAB VI : PENUTUP Pada bab ini berisikan Kesimpulan dan saran yang 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

BAB II 

LANDASAN T.EORI 

2.1 Kons.ep Impl.em .entasi 

S .ecara umum, impl.em.entasi dapat did .efinisikan s.ebagai pros.es p.en.erapan 

atau p.elaksanaan suatu r.encana, k.ebijakan, program, atau k.eputusan k.edalam 

tindakan nyata yang b.ertujuan untuk m.encapai hasil yang diharapkan. 

Impl.em.entasi m.encakup langkah-langkah konkr .et untuk m.ewujudkan apa yang 

t.elah dir.encanakan, mulai dari p.eng.elolaan sumb.er daya hingga .evaluasi .ef .ektivitas 

p.elaksanaannya. 

M.enurut para ahli : 

1. Van M.et .er dan Van Horn (1975): Impl.em.entasi adalah "s.erangkaian 

aktivitas yang dilakukan ol.eh p.em.erintah dan pihak-pihak t.erkait untuk 

m.encapai tujuan k.ebijakan publik." Impl.em.entasi k.ebijakan dianggap b.erhasil 

jika aktivitas t .ers.ebut s.esuai d.engan tujuan yang t .elah dit.etapkan dalam 

k.ebijakan. 

2. Pr.essman dan Wildavsky (1984): M.er.eka m.engartikan impl.em.entasi s.ebagai 

"pros.es m.enghubungkan tujuan k .ebijakan d .engan hasil nyata di lapangan." 

D.engan kata lain, impl .em.entasi adalah tahapan untuk m .ewujudkan id .e atau 

k.ebijakan yang sudah dirumuskan m.enjadi tindakan nyata. 

3. .Edwards III (1980): M.enurut G.eorg.e C. .Edwards III, impl .em.entasi adalah 

s.erangkaian aktivitas yang m.elibatkan otoritas, sumb .er daya, komunikasi, dan 

struktur birokrasi yang baik untuk m.engubah k.eputusan m .enjadi tindakan 

nyata. 

B.erikut adalah b.eb.erapa indikator impl.em.entasi m .enurut Georce C.Edward : 

G.eorg.e C. .Edward III m.emp.erk.enalkan mod.el impl .em.entasi k.ebijakan 

yang b.erfokus pada .empat faktor kunci yang m.enjadi indikator utama k.eb.erhasilan 

impl.em.entasi: 
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1. Komunikasi : S.eb.erapa baik k.ebijakan disampaikan dan dipahami ol.eh para 

p.elaksana. 

2. Sumb .er daya : Cukup atau tidaknya sumb.er daya yang dib.erikan untuk 

p.elaksanaan k.ebijakan. 

3. Disposisi (sikap p .elaksana) : K.esiapan m .ental, p.ers.epsi, dan dukungan dari 

p.elaksana t .erhadap k .ebijakan yang dilaksanakan. 

4. Struktur birokrasi : Bagaimana struktur organisasi yang t .erlibat dalam 

impl .em.entasi m.em .engaruhi .ef .ektivitas p.elaksanaan k.ebijakan. 

Kons.ep impl .em.entasi m.en.ekankan p.entingnya b .eb.erapa faktor utama 

dalam pros.es p.elaksanaan k .ebijakan. Impl .em.entasi harus dilakukan d.engan 

m.emp.erhatikan struktur birokrasi yang baik, p.eny.ediaan sumb .er daya yang 

m.emadai, s.erta adanya otoritas formal yang m.endukung p.elaksanaan k .ebijakan.  

Impl.em.entasi yang b .erhasil tidak hanya b .ergantung pada k .et.ers.ediaan 

sumb.er daya fisik, s.ep.erti fasilitas dan staf, t.etapi juga pada sikap dan d.edikasi 

p.elaksana k.ebijakan. Jika p.elaksana tidak m .emiliki komitm.en t.erhadap k.ebijakan 

yang t.elah dit .etapkan, impl.em.entasi bisa t.erhambat, m.eskipun fasilitas dan sumb .er 

daya sudah t .ers.edia. 

Sumb .er daya manusia juga m.em.egang p.eran p.enting. Para p.elaksana harus 

dipilih b.erdasarkan komp.et.ensi dan komitm.en t.erhadap k .ebijakan, s.erta 

p.elaksanaan k.ebijakan harus dilakukan d.engan m.engikuti pros.edur standar yang 

j.elas untuk m.emastikan .ef .ektivitas dan .efisi.ensi. 

2.2 Kons.ep Aplikasi Simkah G.en 4   

2.2.1 P.eng.ertian SIMKAH 

M.enurut o’Bri .en, sist .em informasi manaj.em.en adalah sist .em t.erpadu yang 

m.eny.ediakan informasi untuk m.endukung k.egiatan op.erasional, manaj .em.en dan 

fungsi p.engambilan K.eputusan dari suatu organisasi. Sist.em informasi manaj.em.en 

m.erupakan sist .em informasi yang m.endapat hasil (output) d.engan m.enggunakan 



 

17 
 

masukan (input) dan b .erbagai pros.es yang dip .erlukan untuk m .em.enuhi tujuan 

t.ert.entu dalam k.egaitan manaj .em.en. (Rusdiana, 2004:94)  

S .eb.elum adanya aturan p .enggunaan SIMKAH, Pros.edur p.encatatan di 

KUA b.erjalan m.engikuti aturan yang t.erdapat di PP Nomor 9 Tahun 1975 t.entang 

p.elaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 t.entang P.ernikahan k.emudian 

m.engikuti aturan PMA Nomor 11 tahun 2007 t.entang p.encatatan nikah dan 

K.eputusan Dir .ektorat J.endral BIMAS Islam Nomor DJ.II/1142 tahun 2013 t.entang 

p.etunjuk T.eknis P .engisian dan P .enulisan Blanko Nikah. P.encatatan nikah dapat 

dilakukan d.engan ditulis dan dik.etik jika m.emilki fasilitas komput .er yang m .emadai 

namun s.eb.elum adanya aturan Instruksi Dir.ektur J.endral BIMAS Islam Nomor 

DJ.II/369 Tahun 2013 t.entang p.en.erapan SIMKAH pada KUA K .ecamatan, tatacara 

p.enulisan dalam pros.es p.endaftaran, p.em.eriksaan Nikah dan p.endaftaran p.eristiwa 

Nikah, c.erai/ talak dan rujuk ditulis d.engan huruf balok dan m.enggunakan tinta 

hitam. Baik ditulis tangan maupun dik.etik dan dilakukan ol .eh para p.enghulu. 

Namun s.ejalan dangan adanya SIMKAH p .encatatan nikah dilakukan ol.eh 

op.erator yang b.ertugas s.endiri. Bagi S.ebagian KUA yang m.emiliki SDM dan 

fasilitas yang m .emadai, p.enggunaan SIMKAH m .embuat p.ek.erjaan KUA l.ebih 

c.epat dan .efisi.en. Namun b.erb.eda d.engan KUA yang b .elum m.emiliki SDM dan 

fasilitas yang m .emadai adanya SIMKAH, m.enjadikan KUA t .ers.ebut kurang 

optimal dalam p.elaksanaan m .enuuju p.encatatan nikah yang mod.ern dan b.erbasis 

IT.  

SIMKAH adalah s.ebuah sist .em b.erbasis komput .er yang m .empunyai fungsi 

untuk m.enyimpan dan m .engolah data-data t.erkait p.encatatan nikah di s.eluruh 

Indon.esia. Adanya SIMKAH m.erupakan b.entuk Upaya K.em .ent.erian Agama dalam 

m.engoptimalkan p.elayanan KUA. Instruksi t.erkait p.elaksanaan dan p.enggunaan 

SIMKAH diwujudkan dalam K .eputusan Dirj .en BIMAS Islam No: DJ.II/369 Tahun 

2013 t.entang P .en.erapan Sist .em pada Kantor Urusan Agama K .ecamatan. Adapun 

isi K.eputusan t .ers.ebut s.ebagai b.erikut:  

1. P .en.erapan SIMKAH pada KUA K .ecamatan m .erupakan suatu tuntutan yang 

m.esti dilakukan pada .era globalisasi dan transformasi saat ini dalam rangka 

m.eningkatkan p.elayanan publik.  
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2. P .elayanan yang mudah dan murah s.ebagia L.embaga p.em.erintahan dalam 

m.engayomi Masyarakat m .engharuskan adanya upaya p .erubahan paradigma 

agar s.emua layanan dapat diaks.es m.elalui m.edia t.eknologi informasi.  

3. Aplikasi SIMKAH m .erupakan sarana p .encarian data p .encatatan nikah pada 

KUA K.ecamatan yang dapat m.enghasilkan data dan inofrmasi s.ecara .el.ektronik 

m.enuju p.en.erapan .e-nikah  

4. K.eputusan diatas b .erlaku s.ejak tanggal dit.etapkan. (K.eputusan DIRJ.EN 

BIMAS Islam: 2013). 

  

2.2.2 SIMKAH Onlin.e b .erbasis W.ebsit .e  

S .eiring b.erjalannya zaman, KUA dihadapkan ol.eh b.erk.embangnya 

t.eknologi informasi dalam hal p.elayanan public. S.eluruh p.elayanan public dituntut 

agar l.ebih .ef .esi.en dan .ef.ektif d.engan m.emanfaatkan k.emajuan t.eknologi dan 

informasi. K.em.entrian agama m.eluncurkan syst .em informasi manajm.en nikah atau 

dik.enal d.engan istilah SIMKAH guna m.enghadirkan p.elayanan yang c.epat dan 

.ef .esi.en. 

Pada K.eputusan Dirj .en BIMAS Islam No: DJ.II/369 Tahun 2013 b.entuk 

SIMKAH masih b .erupa d .esktop maka dik.embangkan dalam b .entuk w.ebsit .e yang 

bisa diaks.es s.ecara onlin.e . p.erb.edaan m.endasar dari SIMKAH d.esktop d.engan 

SIMKAH onlin.e adalah SIMKAH onlin.e b.erbasis W.ebsit .e s.ehingga kon.eksi 

int .ern.et m.enjadi syarat utama dalam m .enjalankan SIMKAH onlin.e,  tidak ada 

kon.eksi int.ern.et maka tidak bisa m.enggunakan SIMKAH onlin.e. S.edangkan pada 

SIMKAH D.esktop k.ebutuhan kon.eksi int .ern.et digunakan k .etika updat .e data k.e 

s.erv.er  pusat,  input data bisa dilakukan d.engan maupun tanpa kon.eksi int .ern.et. 

Fitur utama pada SIMKAH onlin.e adalah t .erint .egrasinya validasi NIK 

(Nomor Induk K.ep.endudukan) pada data s.erv.er K.em.ent.erian dalam N.eg.eri 

(Disdukcapil), M.eskipun saat ini masih d .engan k.et.erbatasan jumlah p.ermintaan 

validasi yang hanya 5000 p.ermintaan dalam s.ehari k.e s.erv.er K.em.endagri. 
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K.eluarnya P.eraturan M.ent.eri Agama (PMA) No,20 Tahun 2019 t.entang 

P .encatatan P .ernikahan untuk m.elaksanakan t .ertib Administrasi, transparansi dan 

k.epastian hukum dalam p.elaksanaan p.ernikahan s.ecara Agama Islam s.erta 

dilandasi s.esuai p.erk.embangan zaman dan k .ebutuhan yang m.end.esak saat ini. Di 

dalam PMA t .ers.ebut di atas m.engatur s.ecara t .erp.erinci dan kompl.eks antara lain: 

P .endaftaran k.eh.endak nikah, P.em.eriksaan dokum .en k.eh.endak nikah, 

P .enolakan k.eh.endak nikah, P.engumuman k.eh.endak nikah, P.erjanjian p.ernikahan, 

P .elaksanaan p.encatatan p.ernikahan, P.eny.erahan buku nikah, P.ernikahan campur 

(p.ernikahan s.esam.e agama Islam hanya b.erb.eda k.ewargan.egaraan), P .encatatan 

nikah di luar n.eg.eri, P.encatatan rujuk, Sarana p.ernikahan, Tata cara p.enulisan 

formular dan dokum.en p.ernikahan, L.egalitas dan p .en.erbitan duplikat buku nkah, 

P .encatatan p.erubahan status, P .engamanan dokum.en, P.elaporan dan sup .ervisi 

p.encatatan nikah dan rujuk ( P.eraturan M.ent.eri Agama (PMA) No20 Tahun 2019 )  

Aturan turunan dari PMA di atas t.erlihat dari k.eluarnya KMA RI No. 892 

Tahun 2019 t .entang SIMKAH B.erbasis W.eb pada KUA K .ecamatan yang 

diwajibkan mulai b.elaku s.ejak tanggal dit.etapkan yaityu 18 oktob.er 2019. S.et.elah 

lahirnya KMA t .ers.ebut, maka s.eluruh Provinsi di Indon.esia diwajibkan 

m.enggunakan aplikasi layanan SIMKAH b .erbasis W.eb t.ers.ebut. Adapun 

p.ertimbangan dalam p.en.erbitan KMA t.ers.ebut antara lain: P.ertama, dalam hal 

p.eningkatan p.elayanan p.encatatan nkah pada KUA ditinjau dari s.egi Kualitas. 

B.erikut bunyi KMA RI No.892 Tahun 2019. 

1. M.en.etapkan Sist .em Manaj.em.en Nikah B.erbasis W.eb (SIMKAH W.EB) pada 

KUA K.ecamatan 

2. SIMKAH W.EB s.ebagaimana dalam Diktum K .esatu digunakan untuk 

m.eng.elola administrasi p .encatatan p.ernikahan, yang m.eliputi : Pendaftaran 

Nikah, P.em.eriksaan Nikah, P .engumuman Nikah, P.encatatan Nikah, 

R.ekom.endasi Nikah, P .elaporan Nikah Dan Surv.ei K.epuasan Masyarakat. 

3. KUA K.ecamatan wajib m .enggunakan SIMKAH W.EB dalam m.emb.erikan 

p.elayanan p.encatatan P .enikahan 
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4. Dalam hal KUA K.ecamatan b.elum t .erjangkau aliran Listrik, jaringan int.ern.et 

dan t.erk.ena forc.e maj.eur.e, layanan p.ernikahan dapat dilakukan s.ecara manual 

5. Input data SIMKAH W.EB m.enggunakan data b .erbasis KTP .El.ektronik  

6. SIMKAH W.EB dapat diint.egrasikan d.engan aplikasi K.em .ent.erian dan L .embaga 

lain s.esuai k.ep.erluan 

7. SIMKAH W.EB tidak dapat diubah, dimodifikasi dan diingrasikan d .engan 

aplikasi lain tanpa p.ers.etujuan Dirj.en BIMAS Islam 

8. SIMKAH W.EB dapat dik .embangkan fitur dan fungsinya s .esuai d.engan 

k.ebutuhan layanan 

9. Tata cara p.engop.erasian SIMKAH W.EB dit.etapkan d.engan K.eputusan Dir.ej.en 

BIMAS Islam  

10. Pada saat K.eputusan t .ers.ebut mulai b.erlaku, p.enggunaaan aplikasi SIMKAH 

B.erbasis D.esktop ditiadakan  

11. K.eputusan t.ers.ebut mulai b.erlaku pada tanggal dit.etapkan yaitu 18 oktob.er 2019  

SIMKAH W.eb m.erupakan aplikasi layanan b .erbasis p .erangkat t .eknologi 

informasi (Int.ern.et) yang salah satu fungsinya dapat m.engolah dan m.enampilkan 

data p.encatatan p.ernikahan yang dilaksanakan ol.eh s.eluruh KUA K.ecamatan di 

Wilayah hukum R.epublik Indon.esia s.ecara onlin.e k.epada s.eluruh lapisan 

Masyarakat. Program t.ers.ebut dipandang s.ebagai s.ebuah m.etod.e yang sangat valid, 

l.ebih t.epat, c.epat, .ef .ektif, .efisi.en, aman dan m.enjamin privasi s.erta dil .engkapi 

d.engan T.eknik back up data dari yang konv.ensional.  

Salah satu fungsi nyata dari program atau aplikasi t .ers.ebut yaitu dapat 

dimanfaatkan untuk m.eng.ec.ek nomor s.eri data p.encatatan nikah yang k.emungkinan 

m.emiliki nomor ganda s.ehingga dapat t .erhindar dari tindakan p .emalsuan data. 

S .elain itu, aplikasi t.ers.ebut juga dapat m .eng.ec.ek id.entitas m .emp.elai s.ecara valid. 

Hal-hal yang dip .erlukan dalam program t.ers.ebut adalah adanya sist .em 

p.eny.eragaman data, s.erta back up data yang harus t .erint .egrasi. 
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2.2.3 Tujuan dan manfaat SIMKAH 

Tujuan dari adanya program SIMKAH, Ada 2 tujuan utama dalam 

p.en.erapan SIMKAH di KUA K.ecamatan, yakni:  

1. Dip.erlukan syst .em p.eny.eragaman data. 

2. Dip.erlukan back up data yang t.erint .egrasi. 

Manfaat yang bisa diambil ol.eh masyarakat dari aplikasi syst.em informasi 

manaj.em.en nikah (SIMKAH) onlin.e, yaitu:  

1. Aplikasi ini m.enyajikan t.entang data statistik p.eristiwa nikah s.eluruh Indon.esia 

bagi KUA yang sudah .entri.  

2. Aplikasi ini bisa m .emv.erifikasi data catin dari da.erah yang sudah b.ek.erja sama 

d.engan Dukcapil. 

3. P .engumuman k.eh.endak nikah dapat dipublish s.ecara luas.  

4. P .endaftaran nikah onlin.e s.eg.era bisa dilaksanakan. (Ari.es S .etiawan buku 

panduan Sist .em Informasi manaj.em.en Nikah)  

Adapun Manfaat dari syst.em informasi manaj.em .en nikah (SIMKAH) 

onlin.e bagi kantor urusan agama (KUA) diantaranya: 

1. M.embangun Sist .em Informasi Manaj.em.en Nikah (SIMKAH) dicatat di KUA. 

2. M.embangun infrastruktur databas.e d.engan m.emanfaatkan t.eknologi yang dapat 

m.engakomodasi k.ebutuhan manaj .em.en dan .eks.ekutif. 

3. M.embangun infrastruktur jaringan yang t.erint.egrasi antara KUA ditingkat 

da.erah sampai kantor pusat. 

4. P .enyajian data yang c.epat dan akurat s.erta m.emp.ermudah p.elayanan, 

p.eng.endalian dan p .engawasan. 

5. P .elayanan bagi public untuk m.endapatkan informasi yang l.engkap, c.epat dan 

akurat. 

Untuk m .el.engkapi fungsinya, syst.em informasi manaj .em.en nikah  

(SIMKAH) dis.ertai d .engan fitur aplikasi, yaitu : 
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1. Data Mast .er (m .eliputi t.empat KUA, P.etugas (P .enghulu dan P2N juga ID dan 

Password)  

2. R.ekap (M.eliputi data b.erupa jumlah bilangan p.eristiwa p .ernikahan p.ertahun. 

Disini juga bisa m.elihat r.ekap p.eristiwa p.ernikahan KUA s.eluruh Indon.esia)  

3. Grafik ( M.eliputi gambar grafik p.ertahun p.eristiwa p.ernikahan) 

4. D.etail (M.eliputi daftar p.ernikahan mulai dari nomor r.egist.er, nama catin laki-

laki, catin p.er.empuan, tanggal p.ernikahan dan t.empat p .elaksanaan). 

5.  .Entry data (M.eliputi p.engisian b.erkas-b.erkas p.eristiwa p.ernikahan baik dari 

mod.el N1 sampai d.engan N7, mod.el NB atau Akta C.erai). 

D.engan adanya aplikasi ini diharapkan akan m.emp.ermudah aks.es 

masyarakat guna untuk m.endapatkan p.elayanan p.ernikahan dan m.emp.ermudah 

p.em.erintah m.emantau p.eristiwa p .ernikahan. Diharapkan tidak ada lagi manipulasi 

data diri yang biasa dilakukan untuk m.elangsungkan p.ernikahan k.edua dan 

s.et.erusnya, s.ehingga l .embaga p.erkawinan s.ebagai g.erbang awal p .embangunan 

bangsa bisa t.erjaga d .engan baik. Sist .em Informasi Manaj .em.en Nikah (SIMKAH) 

m.erupakan aplikasi sist .em informasi yang dapat m .emb.erikan s.entuhan k.epada 

masyarakat. Aplikasi simkah hadir s .ebagai imbas arus globalisasi dimana 

p.erk.embangan t .eknologi b.erk.embang d.engan sangat p.esat. 

2.3 Kons.ep Administrasi P.encatatan Nikah  

2.3.1 P .eng.ertian Administrasi Nikah  

 Sigit Purnomo m.engatakan Admnistrasi p .ernikahan m .erupakan k.egiatan 

catat-m.encatat yang b .ertujuan m.eny.ediakan informasi s.erta m.engolah data 

p.ernikahan antara calon m.emp.elai yang akan m.elaksanakan p .ernikahan. 

B.erdasarkan Administratif, p.ernikahahan akan dianggap sah apabila m .engikuti 

pros.edur yang s.esuai d.engan Undang-undang. S .ebagaimana t .erdapat dalam 

P .eraturan P.em.erintah R.epublik Indon.esia Nomor 9 tahun 1975 t.entang P.elaksanaan 

undang -undang nomor 1/1974 t.entang P .ernikahan. (D.edi Ismatullah, 2011: 107). 
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Pada dasarnya,p .encatatan p.ernikahan adalah hak dasar yang dimiliki dalam 

s.ebuah k.eluarga. P .encatatan p.ernikahan m .erupakan upaya dalam b .entuk 

p.erlindungan hukum k.epada istri maupun anak untuk m.emp.erol.eh hak hak 

k.eluarga, s.ep.erti hak waris dan lain s.ebagainya. 

2.3.2 Administrasi P.encatatan M.enurut Pandangan Islam  

B.erdasarkan Hukum Islam sist.em p.encatatan, b.elum m.emiliki dalil 

t.erp.erinci yang m.enj.elaskan. Namun, jika dik.emabangkan dan dikaji l.ebih lanjut, 

maka s.emua hal yang b.erkaitan d.engan muamalah h.endaknya dik.etahui m.elalui 

p.encatatan .  

M.enurut Muhammad Mahmud Hijazi bahwa p.erintah p.encatatan t.erdapat 

pada surat Al-Baqarah ayat 282, disitu t.erdapat kalimat Faktubuuh adalah amar 

irsyad atau p.erintah sunnah, d.engan d.emikian adanya p.encatatan t.ers.ebut 

diharapkan t.erc.egalah dari hal yang tidak diinginkan, s.ep.erti k.elupaan yang b.erasal 

dari p.engingkaran t.erhadap s.esuatu transaksi. S.ehingga m.enimbulkan s.elisih 

paham maupun k.erusakan, maka k.edudukan p.encatatan bisa m.engarah k.epada 

p.erintah wajib. 

 B.erb.eda d.engan Muhammad Jamaluddin al-Qasimi m.enj.elaskan ayat 

diatas bahawa m.elakukan p.encatatan dalam s.egala b.entuk kontrak p.erjanjian adalah 

p.erintah wajib. Hal t.ers.ebut dimaksudkan untuk m.enjaga k.emaslahatan dan 

m.enc.egah adanya k.emudarathan.  

 

تبِيِنَ ١١يعَْلمَُونَ مَا تفَْعَلُونَ  ١٢ ٰـ ا كَ فِظِينَ ١٠كِرَام ًۭ ٰـ  وَإنَِّ عَليَْكُمْ لَحَ

 

Artinya : Padahal s.esungguhnya bagi kalian ada (malaikat-malaikat) yang 

m.engawasi (p.ek.erjaan kalian), yang mulia (di sisi Allah) dan m.encatat (p.ek.erjaan-

p.ek.erjaan itu), m.er.eka m.eng.etahui apa yang kalian k.erjakan (Q.S. Al-Infithar: 10-

12). 
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2.3.3 P .ernikahan M.enurut Pandangan Islam 

P.ernikahan m.erupakan salah satu p.erintah Agama k.epada orang yang sudah 

m.empunyai k.emampuan lahir dan bathin, kar.ena d.engan p.ernikahan manusia l.ebih 

c.endrung m.erasa t.entram dalam k.ehidupan b.erumah tangganya, s.ehingga akan 

m.enimbulkan rasa kasih dan sayang antara m.er.eka. 

(Q.S. Ar-Rum Ayat 21) 

وَدَّة  وَّ  ا الِيَْهَا وَجَعلََ بيَْنَكُمْ مَّ ا لِِّتسَْكنُوُْٖٓ نْ انَْفُسِكُمْ ازَْوَاج  ٖٓ انَْ خَلَقَ لَكُمْ مِِّ رَحْمَة ًۗ اِنَّ  وَمِنْ اٰيٰتِه 

يٰتٍ لِِّقوَْمٍ يَّتفََكَّرُوْنَ فيِْ ذٰلِكَ  ۝٢١ لََٰ  

Artinya : Di antara tanda-tanda (k.eb.esaran)-Nya ialah bahwa Dia 

m.enciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (j .enis) dirimu s.endiri agar kamu 

m.erasa t .ent.eram k.epadanya. Dia m .enjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih 

sayang. S.esungguhnya pada yang d.emikian itu b.enar-b.enar t .erdapat tanda-tanda 

(k.eb.esaran Allah) bagi kaum yang b.erpikir. 

Dalam ayat b.erikut ini dit.erangkan tanda-tanda k.ekuasaan Allah yaitu 

k.ehidupan b.ersama antara laki-laki dan p.er .empuan dalam s.ebuah p.erkawinan. 

Manusia m .eng.etahui bahwa m .er .eka m.empunyai p.erasaan t .ert.entu t.erhadap j .enis 

yang lain. P.erasaan dan pikiran-pikiran itu ditimbulkan ol .eh daya tarik yang ada 

pada masing-masing m .er .eka, yang m.enjadikan yang satu t.ertarik k.epada yang lain, 

s.ehingga antara k .edua j .enis, laki-laki dan p.er .empuan, itu t.erjalin hubungan yang 

wajar. 

(Q.S An-Nisa ayat 1) 

خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْ  احِدةٍَ وَّ نْ نَّفْسٍ وَّ ا يٰٖٓايَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُْا رَبَّكُمُ الَّذِيْ خَلقََكُمْ مِِّ هُمَا رِجَالَ  كَثيِْر 

َ كَانَ علَيَْكُمْ رَقيِْب ا َ الَّذِيْ تسََاۤءَلوُْنَ بِه  وَالَْرَْحَامًَۗ اِنَّ اللّٰه نِسَاۤء ًۚ وَاتَّقوُا اللّٰه ۝١ وَّ  

Artinya : Wahai manusia, b.ertakwalah k.epada Tuhanmu yang t.elah 

m.enciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia m .enciptakan darinya 

pasangannya (Hawa). Dari k.eduanya Allah m .emp.erk.embangbiakkan laki-laki dan 

p.er .empuan yang banyak. 

B.ertakwalah k .epada Allah yang d.engan nama-Nya kamu saling m.eminta 

dan (p.eliharalah) hubungan k.ek.eluargaan. S .esungguhnya Allah s.elalu m.enjaga dan 

m.engawasimu. 



 

25 
 

Hikmah pernikahan dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam ayat diatas, 

terletak pada penciptaan pasangan sebagai sarana untuk mencapai ketenangan jiwa, 

membangun rasa cinta dan kasih sayang, serta sebagai manifestasi tanda-tanda 

kekuasaan Allah. Pernikahan dipandang sebagai perintah agama yang wajib bagi 

individu yang telah mencapai kematangan lahir dan batin, guna mencegah 

penyimpangan dan memastikan kelangsungan keturunan manusia melalui 

hubungan yang wajar antara laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat Al-Qur'an seperti 

Q.S. Ar-Rum (30): 21 dan Q.S. An-Nisa (4): 1 menekankan bahwa pernikahan 

bukan hanya sebagai institusi sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang 

menjaga keseimbangan kehidupan manusia, memelihara hubungan kekeluargaan, 

dan menegakkan takwa kepada Allah. 

2.3.4 P .encatatan P.erkawinan 

 P .encatatan p.erkawinan adalah salah satu prinsip hukum P.erkawinan 

nasional yang b.ersumb .er pada Undang-Undang Nomor 1 1974 t.entang P .erkawinan. 

P .encatatan p.erkawinan b .ertujuan untuk m.ewujudkan k.et.ertiban p.erkawinan dalam 

masyarakat. Ini m.erupakan suatu upaya yang diatur m.elalui p.erundang-undangan, 

untuk m.elindungi martabat dan k.esucian p.erkawinan, dan l.ebih khususnya lagi 

dalam m.elindungi p.er .empuan dan anak-anak dalam k.ehidupan b.erumah tangga. 

Pada mulanya syariat islam baik dalam al-Qur’an atau al-Sunnah tidak m.engatur 

s.ecara konkr .et t.entang adanya p.encatatan P.erkawinan. Tuntutan p.erk.embangan, 

d.engan b.erbagai p.ertimbangan k.emaslahatan, hukum p.erdata Islam di Indon.esia 

p.erlu m.engaturnya guna k.ep.entingan k.epastian hukum di dalam masyarakat. 

P .em.erintah t.elah m.elakukan upaya ini s.ejak lama s.ekali, kar.ena p.erkawinan 

s.elain m .erupakan akad-suci, ia juga m .engandung hubungan k .ep.erdataan. Ini dapat 

dilihat dalam p .enj.elasan umum nomor 2 (dua) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 

t.entang P.erkawinan s.ebagai b.erikut : 

1. Bagi orang-orang Indon.esia Asli yang b .eragama Islam b .erlaku hukum agama 

yang t .elah dir.esipir dalam Hukum Adat.  

2.  Bagi orang-orang Indon.esia Asli lainnya b .erlaku Hukum Adat.  
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3. Bagi orang-orang Indon.esia Asli yang b.eragama Krist .en b.erlaku Huwailijiks 

ordonanti .e Christ .en Indon.esia (Stbl. 19 Nomor 74)  

4. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga n.egara Indon.esia k.eturunan Cina 

b.erlaku k.et.entuan-k.et.entuan Kitab Undang-Undang Hukum P.erdata d.engan 

sidikit p.erubahan. 

5. Bagi orang-orang timur Asing lainnya dan warga n .egara Indon.esia k.eturunan 

Timur Asing lainnya t.ers.ebut b.erlaku Hukum Adat m.er .eka.  

6. Bagi orang-orang .Eropa dan warga n.egara Indon.esia k.eturunan .Eropa dan yang 

disamakan d.engan m .er .eka b.erlaku Kitab Undang-undang Hukum P.erdata. 

S .ejak adanya UU No.1 Tahun1974 m.erupakan .era baru bagi k.ep.entingan 

umat islam khususnya masyarakat Indon.esia. Undang-undang ini m .erupakan 

kod.efikasi dan univikasi hukum p .erkawinan, yang b .ersifat nasional yang 

m.en.empatkan Hukum Islam m.emiliki .eksist.ensi s.endiri, tanpa harus dir.esipir 

Hukum Adat. Kar.ena itu sangat wajar apabila ada yang b.erp.endapat, bahwa 

k.elahiran Undang-undang P .erkawinan ini, m.erupakan t .eori r.ec.epti .e yang dimotori 

Snouck Hurgronj.e. P.encatatan p.erkawinan diatur dalam pasal 2 ayat 2 m.eski t.elah 

disosialisasikan s.elama tiga puluh tahun l.ebih, sampai saat ini masih adanya 

k.endala yang b.erk.epanjangan. ol.eh kar.ena itu, upaya ini t.erus m .en.erus dilakukan 

s.ecara b.erk.esinambungan. 

Hal ini bol.eh jadi kar.ena masyarakat muslim masih ada yang m.emahami 

k.et.entuan p.erkawinan yang l .ebih m.en.ekankan p.ersp.ektif Fiqh. M.enurut 

p.emahaman Fiqh, P.erkawinan dianggap sah apabila syarat dan rukunnya t.erp.enuhi, 

tanpa diikuti p.encatatan nikah yang dibuktikan d.engan akta nikah. Hal s.ep.erti ini 

dilakukan s.ebagian masyarakat d .engan m.enghidupkan prakt .ek kawin sirih tanpa 

m.elibatkan p.etugas p.egawai P .encatatan nikah (PPN) s.ebagai p.etugas yang dis.erahi 

tugas untuk m.encatat p.erkawinan. 

Dalam k.et.entuan hukum yang m.engatur t.entang p.encatatan p.erkawinan, 

dapat dipahami bahwa p .encatatan t .ers.ebut adalah syarat administratif. Artinya 

p.erkawinan t .ers.ebut t .etap sah, kar .ena standar sah dan tidaknya suatu p .erkawinan 

dit .entukan ol.eh norma- norma agama dari pihak yang m.elangsungkan p.erkawinan. 
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Adanya p.encatatan p.erkawinan diatur kar .ena tanpa p .encatatan, suatu p .erkawinan 

tidak m.empunyai k.ekuatan hukum. Akibatnya, apabila salah satu pihak m.elupakan 

atau m.elalaikan k.ewajibannya, maka pihak yang lain tidak dapat m.elakukan upaya 

hukum, kar.ena tidak m .emiliki bukti-bukti yang sah dan aunt .etik dari p.erkawinan 

yang dilangsungkannya. D.engan d.emikian hal t.ers.ebut b.ert .entangan d.engan misi 

dan tujuan p.erkawinan t .ers.ebut. 

Dalam P .eraturan P.em.erintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 

m.enj.elaskan t .entang p.encatatan p.erkawinan: 

1. P .encatatan p.erkawinan dari m.er .eka yang m.elangsungkan p.erkawinannya 

m.enurut agama islam, dilakukan ol.eh p.egawai p.encatat, s.ebagaimana yang 

dimaksudkan dalam UU No.32 Tahun 1975 T.entang P.encatatan Nikah, Talak, 

dan Rujuk. 

2. P .encatatan p.erkawinan dari m.er .eka yang m.elangsungkan p.erkawinannya 

m.enurut agamanya dan k.ep.ercayaannya itu s.elain agama islam, dilakukan ol.eh 

p.egawai p.encatat p.erkawinan pada kantor catatan sipil s.ebagaimana dimaksud 

dalam b.erbagai p.erundang undangan m.eng.enai p.encatatan p.erkawinan.  

3. D.engan tidak m .engurangi k.et.entuan-k.et.entuan yang khusus b .erlaku bagi tata 

cara p.encatatan p.erkawinan b.erdasarkan b .erbagai p.eraturan yang b.erlaku, tata 

cara p.encatatan p.erkawinan dilakukan s.ebagaimana dit.entukan dalam Pasal 9 

PP ini. 

L .embaga p.encatatan p.erkawinan m .erupakan syarat administrativ .e, s.elain 

substansinya b.ertujuan untuk m.ewujudkan k.et.ertiban hukum, ia m.empunyai 

cakupan manfaat yang sangat b .esar bagi k.ep.entingan dan k.elangsungan suatu 

p.erkawinan. 

Agar tidak t.erjadinya p.enyimpangan rukun dan syarat p .erkawinan, baik 

m.enurut hukum islam maupun hukum m.enurut p.erundang-undangan. Yang diatur 

dalam Pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975: 
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1. S .etiap orang yang akan m.elangsungkan p.erkawinan m.emb.eritahukan 

k.eh.endaknya itu k .epada P .egawai P .encatat di t .empat p.erkawinan akan 

dilangsungkan.  

2. P .emb.eritahuan t.ers.ebut dalam ayat (1) dilakukan s.ekurang kurangnya 10 

(s.epuluh) hari k.erja s.eb.elum p.erkawinan dilangsungkan 

3. P .eng.ecualian t.erhadap waktu t .ers.ebut dalam ayat (2) dis.ebabkan s.esuatu alasan 

yang p.enting, dib.erikan ol.eh camat atas nama Bupati K .epala Da.erah. 

Tata cara p .emb.eritahuan r.encana p.erkawinan dapat dilakukan s.ecara lisan 

atau t.ertulis ol.eh calon m.emp.elai atau ol.eh orang tua atau wakilnya pasal (4), hal-

hal yang dib .erithukan k.epada p.etugas m .eliputi : nama, umur, agama/k .ep.ercayaan, 

p.ek.erjaan, t.empat k.ediaman calon m.emp.elai, dan apabila salah s.eorang atau 

k.eduanya p.ernah kawin, dis.ebutkan juga nama istri atau suami t.erdhulu (Pasal 5). 

D.engan p.emb.eritahuan ini, untuk m.enghindari k.emungkinan t .erjadinya 

p.enyimpangan atau p .emalsuan id .entitas, atau m .engantisipasi kalau diantara calon 

m.emp.elai t .erdapat halangan p.erkawinan. 

Tindakan yang harus diambil ol.eh P .egawai P.encatat s.et.elah m .en.erima 

p.emb.eritahuan, diatur dalam pasal 6 s.ebagai b.erikut : 

1. P .egawai P .encatat yang m.en.erima p.emb.eritahuan k.eh.endak m.elangsungkan 

p.erkawinan m .en.eliti apakah syarat-syarat p.erkawinan t .elah dip.enuhi dan 

apakah tidak t.erdapat halangan p .erkawinan m .enurut undang-undang.  

2.  S.elain p.en.elitian t.erhadap hal s.ebagai dimaksud dalam ayat (1), P.egawai 

P .encatat m .en.eliti pula : 

1) Kutipan akta k.elahiran atau surat k.enal lahir calon m.emp.elai. Dalam hal 

tidak ada akta k .elahiran atau surat k.enal lahir, dapat dip .ergunakan surat 

k.et.erangan yang m.enyatakan umur dan asal-usul calon m.emp.elai yang 

dib.erikan ol.eh K.epala D.esa atau yang s.etingkat d.engan itu. 

2) K.et.erangan m .eng.enai nama, agama/k .ep.ercayaan, p.ek.erjaan dan t .empat 

tinggal orang tua calon m.emp.elai. 
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K.et.entuan dalam klasul Pasal 6 ayat (1) dan (2) di atas m .emb.eri manfaat, 

p.ertama, m.em.elihara k .et.ertiban hukum yang m.enyangkut komp.et.ensi r .elativ.e 

k.ewilayahan dari P.egawai P.encatat Nikah. K.edua, m.enghindar t.erjadinya 

p.emalsuan atau p.enyimpangan hukum lainnya, s.ep.erti id.entitas calon m .emp.elai 

dan status p.erkawinan m.er .eka, t.ermasuk misalnya k.emungkinan t.erjadinya 

p.erb.edaan agama yang m.er .eka anut, L.ebih dari itu, dalam kaitannya d.engan 

program p.em.erintah ingin m.embangun dan m.ewujudkan manusia Indon.esia yang 

b.erkualitas, p.en.elitian umur masing masing calon m.emp.elai sangat p .enting. 

2.3.5 Dasar-Dasar P .encatatan Nikah  

P .erkawinan adalah s.ebuah l.embaga yang m .emb.erikan l.egitimasi s.eorang 

pria dan wanita untuk bisa hidup s.erta b.ersama dalam s.ebuah k.eluarga. K.et.enangan 

dan k.et.entraman s.ebuah k.eluarga dit .entukan salah satunya bahwa p .ernikahan harus 

s.esuai d.engan tuntutan syariat Islam (bagi orang islam). Hal itu s.esuai d.engan 

amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 t.entang p.erkawinan. S.elain itu, ada 

aturan lain yang m.engatur bahwa p.ernikahan harus dicatat di Kantor Urusan 

Agama/Catatan Sipil. 

Dasar hukum m.eng.enai p.encatatan p.erkawinan, antara lain t.ercantum dalam 

b.eb.erapa pasal b .erikut: 

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 t.entang P .encatatan Nikah, Talak, dan 

Rujuk. Dalam undang-undang ini t.ercantum, “Nikah yang dilakukan m.enurut 

agama Islam, s.elanjutnya dis.ebut nikah, diawasi ol.eh P.egawai P .encatat nikah 

yang diangkat ol.eh M.ent.eri Agama atau p .egawai ditunjuk ol.ehnya. Talak dan 

rujuk yang dilakukan m.enurut agama Islam, s.elanjutnya dis.ebut talak dan rujuk, 

dib.eritahukan k.epada p.egawai p.encatat nikah”.  

2. Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 t .entang P .erkawinan. Dalam 

pasal ini dis.ebutkan, “ Tiap-tiap p.erkawinan dicatat m .enurut p.eraturan 

p.erundang-undangan yang b.erlaku”. 

3.  Inpr.es 1 Tahun 1991 t.entang KHI  

4. K.eputusan M.ent.eri Agama RI Nomor 298 Tahun 2003 junto P.eraturan M.ent.eri 

Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 t.entang P .encatatan Nikah. 
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2.3.6 Akta Nikah 

S .emua hubungan muamalah (manusia d.engan manusia) dip.erintahkan 

untuk dicatat, t.ermasuk di dalam nya p.encatatan p.erkawinan. P.encatatan 

p.erkawinan dan akta nya m.erupakan bukti aut.entik yang m.emuat p.eristiwa hukum 

p.erkawinan, s.ehingga p.erkawinan m .empunyai k.ekuatan hukum yang pasti. 

S .elanjutnya, s.esuai syarat-syarat akta aut .entik yang m.em.enuhi syarat 

s.ebagai b.erikut : 

1. Akta nikah harus dibuat ol.eh atau dihadapan p.ejabat yang b.erhak m.embuatnya. 

S .esuai d.engan k.et.entuan pada Pasal 2 P .eraturan P .em.erintah No. 9 Tahun 1975, 

maka p.erkawinan bagi m.er .eka b.eragama Islam s.ejak tanggal 22 Juli 1991 

b.erlaku Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 s.d 7, yang m.engatur p.encatatan 

p.erkawinan yang dibuktikan d.engan akta nikah. Adapun p .ejabat yang b.erhak 

m.elakukan p.encatatan p.erkawinan adalah P.egawai p.encatat Nikah (PPN)  

2. Akta Nikah dibuat dalam b.entuk yang dit.entukan ol.eh Undang-Undang. B.entuk 

akta nikah dit.entukan dalam Pasal 28 ayat (1) P.eraturan M.ent.eri Agama No. 2 

Tahun 1990 adalah akta dalam b.entuk t.ertulis d.engan Mod.el N, s.edangkan 

k.epada suami istri masing-masing dib.erikan kutipan akta nikah Mod.el N.A. 

Adapun isi Akta Nikah, s.esuai d.engan k.et.entuan pasal 12 P.eraturan 

P .em.erintah No. 9 Tahun 1975 adalah s.ebagai b.erikut : 

1. Nama, tanggal dan t.empat tanggal lahir, agama/k .ep.ercayaan, p.ek.erjaan dan 

t.empat tinggal suami istri, apabila salah satunya atau k.eduanya p.ernah kawin 

maka s.ebutkan juga nama istri atau suami t.erdahulu. 

2.  Nama, agama/k.ep.ercayaan, p .ek.erjaan dan t.empat tinggal orang tua m.er .eka. 

3. Izin s.ebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Undang-undang.  

4. P .ers.etuan s.ebagaiman dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang. 

5. Izin dari P.erjabat yang ditunjuk ol.eh M.ent.eri Hankam/Pangab bagi Anggota 

Angkatan B.ers.enjata. 

6.  P.erjanjian p.erkawinan apabila ada. 

7. Nama, umur, agama/k.ep.ercayaan, p .ek.erjaan dan t .empat tinggal para saksi dan 

wali nikah bagi yang b.eragama Islam. 
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8. Nama, umur, agama/k.ep.ercayaan, p .ek.erjaan dan t .empat tinggal kuasa apabila 

p.erkawinan dilakukan m.elalui kuasa. 

Akta Nikah s.elain m.erupakan bukti aut.entik suatu p .erkawinan, ia m.emiliki 

manfaat s.ebagai “jaminan hukum” apabila salah s.eorang suami atau istri m.elakukan 

suatu tindakan yang m.enyimpang. Misalnya, s.eorang suami tidak m.emb.eri nafkah 

yang m .enjadi k.ewajibannya, s.em.entara s.eb.enarnya ia mampu, atau suami 

m.elanggar k.et.entuan taklik talak yang t.elah dibacanya, maka pihak istri yang 

dirugikan dapat m.engadu dan m.engajukan p.erkaranya k.e p.engadilan. Akta Nikah 

juga b.erguna untuk m.embuktikan k.eabsahan anak dari p.erkawinan itu. Upaya 

hukum k.e P.engadilan t .entu tidak dapat dilakukan, apabila p .erkawinan tidak 

dibuktikan d.engan akta t.ers.ebut. ol.eh kar.ena itu, Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam 

m.en.egaskan pada ayat (1) “P .erkawinan hanya dapat dibuktikan d .engan Akta Nikah 

yang dibuat ol.eh P .egawai P.encatat Nikah”. 

Adapun manfaat r.epr .esif Akta Nikah adalah s.ebagai b.erikut. Bagi suami 

istri yang kar.ena s.esuatu hal p .erkawinannya tidak dibuktikan d.engan Akta Nikah, 

Kompilasi m .emb.eri solusi k.epada m .er .eka untuk m .engajukan p.ermohonan Itsbat 

(p.en.etapan) nikah k.epada P .engadilan Agama. Hal ini dimaksud untuk m.embantu 

masyarakat, agar didalam m.elangsungkan p.erkawinan tidak hanya m.em.entingkan 

asp.ek-asp.ek hukum fikih saja, t.etapi asp.ek-asp.ek k.ep.erdataannya juga dip.erhatikan 

s.ecara s.eimbang. Jadi, p .encatatan adalah m .erupakan b.entuk usaha p .em.erintah 

untuk m.engayomi warga masyarakat d.emi t.erwujudnya k.et .ertiban dan k.eadilan.  

P .em.erintah yang m .engatur t.entang p.encatatan p .erkawinan dan 

dibuktikannya d.engan akta nikah, dalam p.ersp.ektif m.etodologis, diformulasikan 

d.engan m .enggunakan m .etod.e istishlah atau mashlahat mursalah. Hal ini kar.ena 

m.eskipun s.ecara formal tidak ada k .et.entuan ayat atau sunnah yang m .em.erintahkan, 

p.encatatan nikah, kandungan maslahatnya s.ejalan d.engan tindakan syara’ 

(mulaimah li tasharrufat al-syar;) yang ingin m.ewujudkan k.emaslahatan bagi 

manusia yaitu untuk m.enghindari dampak n.egatif yang ditimbulkan nikah yang 

tidak dicatat. 
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Dari uraian diatas, dapat dit.egaskan bahwa p .encatatan p.erkawinan 

m.erupakan k.et.entuan yang dit.erima dan dilaksanakan ol.eh s.emua pihak. Kar.ena ia 

m.emiliki landasan m.etologis yang cukup kokokh, yaitu qiyas atau mashlahat 

mursalah yang m.enurut al-Syathiby m.erupakan dalil qathi’ yang dibangun atas 

dasar kajian induktif (istiqra’i). 

2.4 P .en .elitian T.erdahulu 

Untuk m.enjamin originalitas p.en.elitian ini, p.en.eliti m.elakukan p.en.elusuran 

t.erhadap p.en.elitian-p.en.elitian t.erdahulu yang r.el.evan d.engan kajian ini. Dari 

s.ejumlah p.en.elusuran yang dilaksanakan ol.eh p.en.eliti, dit.emukan b.eb.erapa 

p.en.elitian s.ej.enis, ditinjau dari disiplin atau clust .er k.eilmuan yang dit.empuh 

p.en.eliti dan p.en.eliti-p.en.eliti s.eb.elumnya maupun pada k .emiripan t.ema nya dapat 

dijabarkan s.ebagai b.erikut. 

 

Tabl.e 2.1 

Penelitian Terdahulu 

N.o 
Penul.is/Judul/ 

Jurnal 
Has.il Penel.it.ian Perbedaan 

1 Utama (2025), 

“Efektivitas 

Sistem 

Informasi 

Manajemen 

Nikah Gen 4 

Dalam 

Meningkatkan 

Pelayanan 

Publik di KUA 

Kecamatan 

Bingin Kuning” 

Penerapan SIMKAH 

Gen-4 berkontribusi pada 

peningkatan kualitas 

layanan dan kepuasan 

Masyarakat untuk 

meningkatkan pelayanan 

publik di KUA, tapi 

efektivitas masih 

tergantung pada intensitas 

sosialisasi dan 

pendampingan operator; 

rekomendasi termasuk 

sosialisasi lebih masif dan 

Penelitian sebelumnya 

menekankan aspek 

peningkatan layanan publik 

di KUA, khususnya pada 

aspek seperti mutu layanan, 

tingkat kepuasan 

masyarakat, serta efisiensi 

layanan implementasi 

SIMKAH Gen 4. Kajian 

tersebut menitikberatkan 

pada hasil layanan dan 

bagaimana masyarakat 

mengalami perbaikan 

kualitas layanan dari KUA. 
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N.o 
Penul.is/Judul/ 

Jurnal 
Has.il Penel.it.ian Perbedaan 

peningkatan 

pendampingan teknis 

Sedangkan pada  penelitian 

sekarang, menekankan  

pada administrasi 

pencatatan pernikahan di 

KUA, terutama mengenai 

proses internal, cara kerja, 

kelengkapan dokumen, 

ketepatan entri data, alur 

registrasi, serta pengelolaan 

administrasi melalui 

aplikasi SIMKAH Gen 4.  

2 Nursamsi 

(2024), 

“Pencatatan 

Perkawinan 

Berbasis 

SIMKAH Gen 

4 di Kantor 

Urusan Agama 

Kecamatan 

Tirtamulya, 

Kabupaten 

Karawang”.  

Implementasi SIMKAH 

Gen-4 di KUA Tirtamulya 

secara keseluruhan 

berjalan lancar dan 

mematuhi peraturan, yang 

menghasilkan 

peningkatan efisiensi 

dalam proses pencatatan. 

Namun, kinerjanya belum 

maksimal karena adanya 

hambatan seperti 

keterbatasan sumber daya 

manusia/operator, 

gangguan koneksi 

jaringan, variasi mutu 

data calon pasangan, serta 

sosialisasi kepada 

masyarakat yang belum 

Peneliti terdahulu 

menitikberatkan pada 

permasalahan teknis serta 

pentingnya sosialisasi 

kepada masyarakat. Adapun 

penelitian sekarang 

menambahkan kekuatan 

analisis teoretis yang lebih 

dalam melalui kerangka 

Edward, serta mengungkap 

isu ketergantungan pada 

satu operator dan praktik 

komunikasi informal 

(seperti penggunaan 

WhatsApp) yang 

menunjukkan bahwa aspek 

kelembagaan/ struktur 
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N.o 
Penul.is/Judul/ 

Jurnal 
Has.il Penel.it.ian Perbedaan 

merata. Saran yang 

diberikan meliputi 

peningkatan kapasitas 

SDM, perbaikan 

infrastruktur koneksi, 

serta sosialisasi intensif 

kepada masyarakat dan 

pihak desa. 

organisasi serta disposisi 

pelaksana lebih dominan. 

3 Al Yasa’ Abu 

Bakar (2019), 

“.Ef.ektivitas 

P.en.erapan 

SIMKAH di 

KUA Syiah 

Kuala Kota 

Banda Ac.eh”.  

(1) P.en.erapan SIMKAH 

di KUA Syiah Kuala Kota 

Banda Ac.eh b.erk.enaan 

d.engan sarana p.en.erapan 

hukum k.eluarga di bidang 

p.ernikahan 

(2) P.en.erapan SIMKAH 

di KUA s.et.empat 

c.end.erung t.elah .ef.ektif 

dilaksanakan 

(3) Hambatan dan 

tantangan dalam 

p.en.erapan SIMKAH di 

KUA s.et.empat yaitu 

b.erk.enaan d.engan pola 

birokrasi yang t.erus 

b.erganti pimpinan 

s.ehingga k.ebijakan 

SIMKAH dimungkinkan 

t.erjadi stagnan atau tidak 

b.erk.embang. S.elain itu, 

Yaitu t.erl.etak pada rumusan 

masalah, dimana rumusan 

masalah pada p.en.eliti 

s.eb.elumnya 

m.enitikb.eratkan pada 

p.en.erapan SIMKAH 

s.ebagai sarana p.en.erapan 

hukum k.eluarga. 

S.edangkan p.en.elitian 

s.ekarang m.enitik b.eratkan 

pada impl.em.entasi 

SIMKAH dalam 

administrasi p.encatatan 

p.ernikahan. 
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N.o 
Penul.is/Judul/ 

Jurnal 
Has.il Penel.it.ian Perbedaan 

s.erv.er pusat juga 

t.erkadang tidak siap 

m.enampung data yang 

banyak dari bawah 

s.ehingga p.engiriman data 

tidak bisa dilakukan 

4 Ahmad Khoirul 

Mustaufiddin 

(2019), 

Impl.em.entasi 

PMA Nomor 19 

Tahun 2018 

T.entang 

P.encatatan 

P.erkawinan 

B.erbasis 

SIMKAH W.eb 

dan Kartu 

P.erkawinan di 

KUA 

K.ecamatan 

Babadan 

M.etod.e p.en.elitian yang 

digunakan adalah m .etod.e 

kualitatif yang b .ersifat 

d.eskriptif. P.en.elitian ini 

m.enggunakan m .etod.e 

p.en.elitian lapangan (fi.eld 

r .es.earch). B.erdasarkan 

analisis maka hasil dari 

p.en.elitian ini 

impl.em.entasi aplikasi 

SIMKAH w.eb di 

K.ecamatan Babadan 

b.elum b.erjalan d.engan 

.ef .ektif, k.endala dalam 

m.engop.erasikan 

SIMKAH w.eb t.erl .etak 

pada s.erv.ernya yang 

m.engganggu kon .eksi 

int .ern.et s.ehingga aplikasi 

SIMKAH w.eb b.erjalan 

sangat lambat. 

 

Yaitu t.erl.etak pada 

landasan t.eori, dimana 

t.eori pada p.en.eliti 

s.eb.elumnya 

m.enitikb.eratkan pada 

PMA Nomor 19 Tahun 

2018 T.entang P.encatatan 

P.erkawinan B.erbasis 

Simkah W.eb dan Kartu 

P.erkawinan di KUA. 

S.edangkan p.en.eliti 

s.ekarang m.enitikb.eratkan 

pada t.eori g.eorg.e C. 

.Edward III  t.entang 

impl.em.entasi SIMKAH 

dalam p.encatatan 

administrasi p.ernikahan di 

KUA. Yang b.erfokus pada 

mod.el impl.em.entasi 

k.ebijakan yang m.enjadi 

indikator utama 

k.eb.erhasilan impl.em.entasi 

yaitu komunikasi, sumb.er 
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N.o 
Penul.is/Judul/ 

Jurnal 
Has.il Penel.it.ian Perbedaan 

daya, disposisi dan struktur 

birokrasi.  

 

5 Ayu oktavia 

Nita,” 

P.en.erapan 

SIMKAH 

dalam 

P.eningkatan 

Mutu P.elayanan 

Nikah di KUA 

Cimahi 

S.elatan.” 

Untuk m.eng.etahui 

r.ealitas p.en.erapan 

SIMKAH dalam upaya 

m.eningkatkan kualitas 

p.elayanan administrasi 

p.ernikahan KUA Cimahi 

S.elatan. Hasil yang 

dip.erol.eh dari p.en.elitian 

t.ers.ebut bahwa SIMKAH 

di KUA Cimahi S.elatan 

sudah b.erhasil dit.erapkan 

d.engan baik, jika dilihat 

dari sisi M.ekanism.e 

SIMKAH (pros.es 

transaksi p.endaftaran 

nikah ol.eh SIMKAH 

dapat m.enghasilkan 

output s.ep.erti p.enc.etakan 

buku nikah). 

 

pros.es p.enulisan p.en.elitian 

sebelumnya dalam 

p.enyusunan l.ebih 

m.emfokuskan pada 

p.en.erapan SIMKAH dalam 

p.eningkatan mutu 

p.elayanan nikah di KUA. 

S.edangkan p.en.elitian 

s.ekarang l.ebih 

m.emfokuskan pada 

Impl.em.entasi SIMKAH 

dalamp.encatatan 

administrasi p.ernikahan di 

kantor urusan 

2.5 Kons.ep Op.erasional  

Kons.ep op.erasional adalah batasan atau rincian –rincian k.egiatan yang 

dip.erlukan untuk m.engatur variab.el p.en.elitian yang dapat diukur dan g.ejala – g.ejala 

yang m.emb.erikan arti pada variab.el t.ers.ebut. Untuk m.enghindari k.esalan dalam 

p.enafsiran istilah yang digunakan s .erta m.emudahkan p.emahamannya maka 

op.erasionalkan b.eb.erapa kons.ep yang dipakai. 
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Tabl.e 2.2 

Konsep Operasional 

VARIAB.EL INDIKATOR SUB INDIKATOR 

Impl.em.entasi 

Aplikasi 

SIMKAH g.en 4 

dalam 

administrasi 

p.encatatan 

p.ernikahan di 

KUA   

Komunikasi 

 

1. Menyebarkan informasi tentang 

kebijakan SIMKAH melalui sesi 

pelatihan, kelompok operator, dan 

penerbitan surat edaran 

2. Menjelaskan prosedur SIMKAH 

secara langsung kepada pasangan 

yang akan menikah 

3. Menyeragamkan informasi antar 

pegawai agar tidak terjadi perbedaan 

penyampaian 

4. Mengkomunikasikan pembaruan 

sistem SIMKAH dari pusat ke semua 

staf secara rutin 

Sumb.er Daya 

 

1. Mengoptimalkan tugas operator 

simkah dan menugaskan staff lain 

untuk membantu operator dalam 

mengarahkan catin untuk mendaftar 

SIMKAH 

2. Menyediakan dan memahami panduan 

teknis SIMKAH sebagai referensi 

kerja 

3. Memanfaatkan peralatan kerja seperti 

komputer dan koneksi internet untuk 

layanan SIMKAH 

Disposisi (Sikap 

P .elaksana) 

 

1. Menyesuaikan kemampuan pegawai 

terhadap teknologi melalui belajar 

mandiri atau pendampingan 
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VARIAB.EL INDIKATOR SUB INDIKATOR 

2. Menerima perubahan dari manual ke 

digital dalam administrasi pernikahan 

Struktur 

Birokrasi 

1. Menjalankan layanan sesuai dengan 

SOP  pencatatan pernikahan di KUA  

2. Menerapkan pembagian peran: 

operator menangani data, penghulu 

melakukan validasi dan akad, serta 

staf administrasi melakukan verifikasi. 

3. Mengkoordinasikan kerja antar 

petugas untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap operator 

Sumb.er : Impl.em.entasi m.enurut G.eorg.e C. .Edward III  
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2.6 K.erangka B.erfikir  

Adapun K.erangka b .erfikir dalam p.en.elitian ini :  

Tabl.e 2.3 

K.erangka B.erfikir 
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Impl.em.entasi Aplikasi Simkah G.en.erasi 4 Dalam Administrasi P.encatatan P.ernikahan 

Di Kant.or Urusan Agama K.ecamatan Bangkinang K.ota  

 

F.en.om.ena Masalah : 

1. lambatnya server SIMKAH dan jaringan internet yang sering tidak stabil, 

sehingga proses input data kerap tertunda  

2. Implementasi SIMKAH  hanya ditangani oleh satu operator, sehingga beban kerja 

menjadi tidak seimbang dan menghasilkan ketergantungan penuh pada satu orang  

3. Data SIMKAH belum sepenuhnya akurat sebagian data masih dimasukkan s.ecara 

mandiri oleh pasangan calon pengantin, dan sebagian ada yang tidak 

memahami tata caranya 

4. Ketidaksamaan informasi antarpegawai berpotensi membuat data tidak konsisten. 

Perbedaan penjelasan prosedur dan syarat antara pegawai menyebabkan calon 

pengantin mengumpulkan berkas yang berbeda-beda 

Empat fakt.or kunci yang m.enjadi indikat.or utama k.eb.erhasilan impl.em.entasi: 

1. K.omunikasi  

2. Sumb.er Daya 

3. Disp.osisi (Sikap P.elaksana) 

4. Struktur Bir.okrasi 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sumb .er Daya 

k.eb.erhasilan impl.em.entasi SIMKAH diharapkan dapat m.eningkatkan kualitas 

p.elayanan s.erta k.ep.ercayaan Masyarakat dalam p.engurusan administrasi p.ernikahan.  
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BAB III 

M.ETODOLOGI P .EN.ELITIAN 

 

3.1 J.enis P.en .elitian 

P.en.elitian ini m.erupakan p.en.elitian d.engan m.etod.e kualitatif d.engan 

p.end.ekatan d.eskriptif. M.etod.e kualitatif adalah m.etod.e yang m.enggambarkan dan 

m.engkaji k.eadaan s.eb.enarnya dari sasaran surv.ei b.erdasarkan data-data r.eal yang 

dikumpulkan guna m.eny.elidiki p.ermasalahan bagaimana .Ef.ektifitas Aplikasi 

Simkah G.en.erasi 4 Dalam Administrasi P.encatatan P.ernikahan Di Kantor Urusan 

Agama K.ecamatan Bangkinang Kota. Data d.eskriptif disajikan dalam b.entuk 

t.ertulis atau lisan b.erdasarkan kondisi lokal dunia nyata. ol.eh kar.ena itu hasil 

p.en.elitian akan b.erisi kutipan-kutipan data untuk m.emb.erikan gambaran p.enyajian 

laporan t.ers.ebut. Data b.erasal dari obs.ervasi, wawancara (int.ervi.ew), dokum.entasi 

dan gabungan/triangulasi. 

 

3.2 Lokasi dan Waktu P.en .elitian 

Lokasi p.en.elitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama K.ecamatan 

Bangkinang Kota. Lokasi ini b.erdasarkan p.ertimbangan bahwa Kantor Urusan 

Agama t.ers.ebut sangat r.epr.es.entatif dan sangat r.el.evan untuk tujuan p.en.elitian. 

P.en.elitian akan dilaksanakan pada bulan Februari 2025 

 

3.3 J.enis dan Sumb.er Data 

Arikunto Suharsimi m.end.efinisikan data s.ebagai s.erangkaian fakta dan angka 

yang dapat digunakan s.ebagai kompon.en untuk m.enyusun informasi. M.enurut 

Slam.et Riyadi, data adalah kumpulan informasi yang dip.erol.eh m.elalui 

p.engamatan, bisa b.erb.entuk angka atau symbol. Sumb.er data m.encakup s.emua 

asp.ek populasi yang ada dan r.el.evan d.engan subj.ek p.en.elitian. ol.eh kar.ena itu, 

sumb.er data untuk p.en.elitian ini t.erdiri dari dua hal yaitu: 
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3.3.1 Data Prim.er 

M.enurut Sugiyono (2018:456) Data prim.er yaitu sumb .er data yang 

langsung m.emb.erikan data k.epada p.engumpul data. Data dikumpulkan s.endiri ol.eh 

p.en.eliti langsung dari sumb .er p.ertama atau t.empat obj.ek p.en.elitian dilakukan dan 

kunci dari wawancara d .engan informan p.en.elitian. Informan dalam surv.ei ini antara 

lain informan utama s.ep.erti k.epala KUA, P.egawai KUA, op.erator KUA dan 

Lainnya.  

3.3.2 Data S.ekund.er 

M.enurut Sugiyono (2019: 193) data s.ekund.er adalah sumb .er yang tidak 

langsung m.emb.erikan data k.epada p.engumpulan data. Data s.ekund.er didapatkan 

dari sumb .er yang dapat m.endukung p.en.elitian antara lain dari dokum.entasi dan 

lit.eratur atau p.endukung b.erasal dari obs.ervasi lapangan, sumb .er dokum.ent.er, dan 

r .ef.er .ensi lain yang s.esuai d.engan judul p.en.elitian. Data s.ekund.er dalam p.en.elitian 

ini adalah artik .el atau publikasi yang b .erkaitan d.engan sistem informasi manajemen 

(SIMKAH). 

3.4 Informan P.en .elitian 

Dalam p.en.elitian kualitatif, istilah informan p.en.elitian atau sumb.er data 

m.engacu pada satu atau l .ebih individu yang dianggap r.epr.es.entatif untuk k.ep.erluan 

data p.en.elitian. Dalam p.en.elitian ini, langkah p.ertama yang dilakukan adalah 

m.engid.entifikasi informan utama, yaitu : 

Tabel  3.1  

Data Informan 

 

N.O KETERANGAN JUMLAH 

1 Kepala KUA 1 

2 Operator SIMKAH 1 

3 Penghulu 1 

4 Pegawai KUA 2 

5 Calon Pengantin 6 

JUMLAH 11 

Sumber : Data .Olahan, Tahun 2024 
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3.5 T.eknik P.engumpulan Data 

Peneliti menerapkan tiga metode pengumpulan data, yakni observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Ketiga metode tersebut diterapkan untuk 

mendapatkan wawasan mendalam tentang penerapan Sistem Informasi Manajemen 

Nikah Generasi 4 (SIMKAH Gen 4) di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Bangkinang Kota, sebagai berikut : 

3.5.1 Obs.ervasi 

Observasi dilakukan secara langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Bangkinang Kota untuk mendapatkan gambaran nyata tentang implementasi 

SIMKAH Generasi 4 dalam proses layanan pencatatan pernikahan. Peneliti 

memantau alur layanan dari tahap penerimaan calon pasangan, verifikasi dokumen, 

sampai dengan entri data ke dalam aplikasi SIMKAH. Dalam observasi tersebut, 

peneliti menyaksikan langsung cara operator memasukkan data, durasi waktu yang 

diperlukan di setiap langkah, serta kendala yang timbul selama proses, seperti 

kinerja server yang lamban, ketidakstabilan koneksi internet, dan masalah teknis 

lainnya.  

3.5.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan secara intensif terhadap informan yang terlibat aktif 

dalam implementasi SIMKAH Generasi 4. Informan tersebut mencakup Kepala 

Kantor Urusan Agama, operator SIMKAH, staf administrasi, serta sejumlah calon 

pengantin sebagai pengguna layanan. 

Wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama bertujuan mendapatkan 

data tentang aturan internal, persiapan staf, dan hambatan birokratis dalam 

penerapan SIMKAH. Wawancara dengan operator SIMKAH menekankan aspek 

teknis aplikasi, entri data, dan masalah harian seperti gangguan jaringan, error 

sistem, serta beban kerja pada satu orang. Peneliti memahami bagaimana operator 

beradaptasi dengan perubahan sistem tanpa sosialisasi, yang sering memperlambat 

layanan. Wawancara dengan pegawai lain memberikan gambaran konsistensi 

informasi, pemahaman SOP, dan peran mereka dalam mendukung layanan digital. 
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Sementara itu, wawancara dengan calon pengantin menunjukkan pengalaman 

langsung kualitas layanan, kejelasan info, dan kendala administrasi. 

3.5.3 Dokum.entasi 

Dokumentasi berfungsi untuk melengkapi dan menguatkan informasi yang 

diperoleh dari observasi serta wawancara. Dokumen yang dikumpulkan mencakup 

SOP layanan pencatatan pernikahan, dan output cetakan dari aplikasi SIMKAH 

Generasi 4. Peneliti juga mengumpulkan bahan elektronik seperti tampilan 

antarmuka aplikasi, serta bukti output sistem, termasuk cetakan surat nikah (Buku 

Nikah). 

Di luar dokumen tertulis, peneliti juga mencatat kondisi fisik area layanan, 

peralatan komputer yang diterapkan, dan fasilitas penunjang lainnya. Dokumentasi 

dalam bentuk foto aktivitas, serta rekaman wawancara dimanfaatkan sebagai 

sumber analisis untuk mendukung hasil penelitian. Dokumentasi semacam ini 

memungkinkan peneliti memverifikasi bahwa data yang dipresentasikan selaras 

dengan situasi nyata di Lokasi. 

3.6 T.eknik Analisis Data 

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini mengadopsi 

model analisis data Miles dan Huberman, yang mencakup tiga langkah pokok, 

yakni reduksi data, penyajian data, serta pengambilan keptusan atau verifikasi. 

Pendekatan ini dipilih karena cocok dengan sifat penelitian kualitatif yang 

menekankan interpretasi terhadap data empiris yang bersumber dari observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Sebagai berikut : 

3.6.1 Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan dengan pemilihan, penyederhanaan, dan pemusatan 

pada data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Proses ini sudah dimulai 

ketika peneliti mengumpulkan data di lapangan. Peneliti menyaring hasil 

wawancara dengan Kepala KUA, operator SIMKAH, staf administrasi, serta calon 

pasangan nikah untuk mengidentifikasi informasi yang secara langsung terkait 

dengan penerapan SIMKAH Gen 4. Data yang tidak relevan dibuang, sedangkan 
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data yang menyangkut komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan struktur 

birokrasi diatur secara terstruktur. 

Selain itu, reduksi data dilakukan melalui pengelompokan fenomena krusial 

seperti masalah koneksi internet, penundaan update aplikasi, ketidaktepatan data, 

serta layanan yang belum optimal. Pengelompokan semacam ini membantu peneliti 

memahami pola dan keterkaitan antarvariabel yang menjadi inti penelitian 

3.6.2 P .enyajian Data 

Setelah data direduksi, peneliti menyajikan data melalui uraian naratif yang 

mendalam untuk menggambarkan kondisi penerapan SIMKAH Gen 4 secara 

menyeluruh. Data dari wawancara ditampilkan sebagai kutipan asli dari informan 

guna menegaskan keaslian informasi. Adapun hasil observasi dijabarkan sebagai 

penjelasan peristiwa yang diamati peneliti di lokasi, termasuk tahapan entri data, 

kondisi fasilitas dan infrastruktur, serta dinamika interaksi antara staf dengan 

masyarakat.  

Di luar narasi, penyajian data juga memanfaatkan tabel untuk memudahkan 

pembaca memahami indikator-indikator pelaksanaan kebijakan serta isu-isu yang 

timbul. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menjalin keterkaitan antara konsep 

teoritis dengan fakta-fakta lapangan. 

3.6.3 P .engambilan K.eputusan atau V.erifikasi 

Tahap akhir melibatkan penyimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis. 

Penyimpulan dilakukan secara bertahap, mulai dari temuan sementara saat di 

lapangan hingga kesimpulan akhir setelah seluruh data diverifikasi. Peneliti 

membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menjamin 

konsistensi serta validitas temuan. 

Verifikasi dilakukan dengan teknik triangulasi sumber, yakni dengan 

membandingkan pandangan Kepala KUA, operator SIMKAH, pegawai, dan calon 

pengantin tentang fenomena yang sama. Sebagai contoh, masalah seperti gangguan 

jaringan internet, kesalahan entri data, atau keterlambatan update informasi aplikasi 

diperiksa kesesuaiannya dari berbagai sumber. Dengan metode ini, peneliti 
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memastikan kesimpulan yang dihasilkan benar-benar akurat dan mencerminkan 

kondisi nyata di lapangan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM  LOKASI PENELITIAN  

 

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kampar 

 Kabupaten kampar Kampar adalah salah satu Kabupaten di propinsi Riau 

lahir pada tanggal 06 februari 1950, hal ini tertuang dalam Perda Kabupaten 

Kampar Nomor 02 tahun 1999 dengan rujukan peraturan undang-undang ketetapan 

Gubernur Militer Sumatera Tengah, Nomor : 3 / DC / STG / 50 tanggal 06 Februari 

1950. dan secara administratif pemerintahan Kabupaten Kampar dipimpin oleh 

Bupati pertama pada tahun 1958. Jauh sebelumnya Kampar telah memiliki sejarah 

panjang dengan Limo kotonya, dimana daerah ini, dulunya adalah bagian dari 

persukuan Minangkabau di Sumatera Barat, semasa pemerintahan system adat 

kenegerian yang dipimpin oleh datuk atau ninik mamak, pemerintahan Kampar 

dikenal dengan sebutan “Andiko 44” yang termasuk kedalam wilayah pemerintahan 

Andiko 44 adalah XIII Koto Kampar, VIII Koto Setingkai (Kampar Kiri), daerah 

Limo Koto (Kuok, Bangkinang, Salo, Airtiris dan Rumbio), X Koto di Tapung ( 

Tapung Kiri VII dan Tapung Kanan III), III Koto Sibalimbiong (Siabu), Rokan IV 

Koto dan Pintu Rayo.  

4.2  Keadaan Geografis Wilayah  

4.2.1 Kabupaten Kampar  

Kabupaten Kampar adalah salah satu dari 12 Kabupaten/Kota  yang 

ada    di  Provinsi  Riau.  Kabupaten  Kampar  memiliki  luas  lebih  kurang 

1.128.928  Ha,  yang  terletak  antara  01°00’40”  lintang  utara  sampai 00°27’00” 

lintang selatan dan 100°28’30” – 101°14’30” bujur timur.  

Adapun batas - batas wilayah Kabupaten Kampar sebagai berikut : 

1. Sebelah   Utara   berbatasan   dengan   Kota   Pekanbaru   dan Kabupaten Siak 

2. Sebelah   Selatan   berbatasan   dengan   Kabupaten   Kuantan Singingi 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi 

Sumatera Barat 
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4. Sebelah  Timur  berbatasan  dengan  Kabupaten  Pelalawan  dan Kabupaten 

Siak. 

4.2.2 Kecamatan Bangkinang Kota 

Kecamatan Bangkinang Kota terletak antara 00.300 Lintang Utara sampai 

00.20.00 Lintang utara dan 100.55.00 Bujur Timur sampai 101.05.00 Bujur Timur dan 

450.475 meter di atas permukaan laut, daerah yang dialiri oleh Sungai Kampar dan 

beberapa sungai kecil yang ikut mengairi walayah Bangkinang Kota yang terdiri 

dari dataran rendah dan perbukitan. Tanah yang subur namun sesuai dengan 

keadaan penduduknya maka Kecamatan Bangkinang Kota sebagai pusat ekonomi 

rakyat Kabupaten Kampar juga pendidikan serta pusat pemerintahan, sedangkan 

sektor pertanian dan perkebunan juga menjadi komoditi yang ikut menunjang 

pendapatan warga masyarakatnya, selain hasil sungai baik berupa ikan juga berupa 

Pertanian seperti Padi, Jeruk dan Palawija lainnya. 

4.2.3 Luas Wilayah Bangkinang Kota 

Terdapat 2 (dua) Kelurahan dan 2 (dua) desa di Kecamatan Bangkinang 

Kota dengan luas kecamatan keseluruhan 93,77 Km2. Adapun luas masing-masing 

Desa dan Kelurahan yaitu :  

1. Kelurahan Bangkinang : 603 Ha  

2. Kelurahan Langgini : 2.463 Ha 

3. Desa Kumantan : 816 Ha.  

4. Desa Ridan Permai : 2.800 Ha. 

 

4.2.4 Batas – Batas Wilayah Bangkinang Kota 

Wilayah Kecamatan Bangkinang Kota berdasarkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kampar Nomor 22 tahun 2003 masing-masing berbatas dengan:  

1.  Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Bangkinang 

2. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Kampar 

3. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Kampar Kiri 

4. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Salo 
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4.3 Gambaran Umum KUA Kecamatan Bangkinang Kota 

4.3.1 Profil KUA Kecamatan Bangkinang Kota  

KUA Kecamatan Pasar Bangkinang  adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Kementerian Agama Islam RI yang 

berada di tingkat Kecamatan Bangkinang, satu tingkat di bawah Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Kampar. KUA Kecamatan Bangkinang sebagai 

salah satu ujung tombak Kementerian Agama RI memiliki Tugas Pokok dan Fungsi 

untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Kampar di bidang Urusan Agama Islam. 

Fungsi yang dijalankan KUA Kecamatan Bangkinang meliputi fungsi 

administrasi, fungsi pelayanan, fungsi pembinaan dan fungsi penerangan serta 

penyuluhan. KUA Kecamatan Bangkinang juga berperan sebagai koordinator 

pelaksana kegiatan Pendidikan Islam serta kegiatan Penyuluh Agama Fungsional 

(PAF). 

Di samping itu, KUA Kecamatan Bangkinang memiliki beberapa badan 

semi resmi yang dibentuk hasil kerjasama aparat dengan masyarakat, antara lain 

Badan Penasihatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), Pembinaan 

Pengamalan Ajaran Agama Islam (P2-A), semuanya bertujuan untuk menciptakan 

masyarakat yang beriman dan bertaqwa, memiliki ketahanan keluarga yang sangat 

tinggi, terbinanya Keluarga Sakinah yang bermoral atau berakhlakul karimah. 

4.3.2 Visi Dan Misi KUA Kecamatan Bangkinang Kota 

Visi KUA Kecamatan Bangkinang 

” Terwujudnya Masyarakat Kota Bangkinang Yang Taat Menjalankan Ajaran 

Agama Dan Menjadikan Agama Sebagai Landasan Akhlak, Moral & Etika “ 

Misi KUA Kecamatan Bangkinang 

1. Meningkatkan pelayanan prima dalam pencatatan pernikahan, pengembangan 

keluarga sakinah, pembinaan ibadah sosial dan kemitraan umat 

2. Memberikan pelayanan prima dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh 

melalui pembinaan manasik haji dan pasca haji 



 

49 
 

3. Menjadi fasilitator, koordinator dan motivator bagi pelaksanaan pengelolaan 

zakat profesional dan amanah 

4. Meningkatkan dan memperkuat peran wakaf dalam rangka persertifikatan tanah 

wakaf 

4.3.3 Program KUA Kecamatan Bangkinang Kota 

A. Peningkatan Kualitas Dan Kompetensi SDM 

1. Melaksanakan pengukuran hasil capaian sasaran kerja pegawai (SKP) 

dan penilaian prestasi kerja (PPK) tahun 2016. 

2. Menetapkan uraian tugas peawai dan sasaran kerja pegwai (SKP) tahun 

2017. 

3. Melaksanakan pembinaan pegawai. 

4. Melaksanakan rapat koordinasi. 

5. Melaksanakan tadarus dan kajian tematik mingguan. 

 

B. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Pengawasan, Pencatatan Dan Pelaporan 

NICR  

1. Melaksanakan pelayanan pendafaran, pengawasan, dan pencaaan nikah, 

dan rujuk 

2. Melaksanakan pencatatan talak dan cerai 

3. Melaksanakan operasionalisasi program system informasi manajemen 

nikah (SIMKAH) 

4. Melaksanakan sharing dan koordinasi data nikah, rujuk, talak dan cerai 

dengan dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten 

5. Menyelenggarakan pembinaan kepenghuluan 

 

C. Peningkatan Kualitas, Akurasi, Validitas Dokumentasi Dan Statistis 

1. Menata dan menertibkan data, arsip, dan pelaporan serta keuangan 

2. Melaksankan update data kepegawaian melalui aplikasi system 

informasi kepegawaian (SIMPEG) 

3. Melaksanakan update data penerangan melalui aplikasi system 

informasi penerangan agama islam (SIMPENAIS) 
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4. Melaksankan publikasi data nikah bulanan melalui media sosial 

(BLOG KUA KALASSAN) 

5. Update data melalui aplikasi SI-KUA (Sistem Informasi KUA) 

 

D. Peningkatan Pelayanan Bimbingan Dan Pembinaan Keluarga Sakinah 

1. Menyelenggarakan khusus calon pengantin  

2. Menyelenggarakan pembinaan pernikahan 

3. Menyelenggarakan pembinaan pasca nikah 

4. Melaksanakan perancangan dan sosialisasi desa binaan keluarga 

Sakinah (DBKS) 

5. Melaksanakan pemberdayaan organisasi BP4 kecamatan 

 

E. Optimalisasi Pelayanan Dan Pembinaan Wakaf Dan ZIS 

1. Menertibkan administrasi dan dokumen perwakafan 

2. Melayani permohonan pengawasan dan pencatatan peristiwa ikrar 

wakaf 

3. Melaksanakan pendataan dan pelaporan tanah wakaf  

4. Melaksanakan pembinaan nadzir wakaf 

5. Melaksanakan update dan data wakaf melalui aplikasi system informasi 

wakaf (SIWAK) 

6. Memberdayakan unit pengumpulan zakat (UPZ) kecamatan 

7. Melaksanakan sosialisasi gerakan sadar zakat, infaq, shodaqoh 

 

F. Optimalisasi Pembinaan Kemasjidan Dan Kemitraan Umat Islam 

1. Melaksanakan pendataan masjid, musholla, langgam 

2. Input dan update data kemasjidan melalui aplikasi system informasi 

masjid (SIMAS) 

3. Menyelanggarakan pembinaan dan atau rapat koordinasi dengan 

Lembaga keagamaan 
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G. Optimalisasi Pelayanan Pembinaan Haji 

1. Melaksanakan pendataan Jemaah haji dan calon haji 

2. Melaksanakan pengajian pramanasik haji 

3. Menyelenggarakan pembinaan manasik haji 

4. Melakukan koordinasi dengan (PH) dalam pembinaan kemabruran haji 

 

H. Peningkatan Kualitas Penyuluhan Agama Islam Serta Pembinaan / 

Bimbingan Syariah  

1. Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penyuluhan agama non 

pns 

2. Menyelenggarakan kajian tematik 

3. Menyelenggarakan pelatihan imam dan khatib 

4. Melayani permohonan pengukuran arah kiblat 

5. Melakukan pendataan tempat penyembelihan hewan dan tukang 

pemotong hewan 

6. Melaksanakan sosialisasi dan atau pembinaan pengukuran arah kiblat 

dan konsumsi produk halal 

 

4.3.4 Organisasi Kepengurusan KUA Kecamatan Bangkinang Kota 

Adapun struktur dan organisasi kepengurusan kantor urusan agama (KUA) 

kecamatan bangkinang kota diantaranya : 
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Tabl.el 4.1 

Struktur organisasi P.egawai Di KUA Bangkinang Kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5 Tugas Dan Fungsi KUA 

Adapun tugas dan fungsi personil pada Kantor Urusan agama Kecamatan 

Bangkinang di rinci sebagai berikut : 

A. Kepala KUA 

Kepala KUA Berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 

2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan, tugas KUA Kecamatan adalah 

melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota 

dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. 

  

K .epala KUA 

Dr. Subirman,M.A 

 

 

 

 

P.enghulu 

Jamhir.S.Ag,M.Si 

 

 

 

 

P.enyuluh Agama Islam 

PNS Fungsi.onal 

Sri Fin.ora.S.Hi 

 

 

 

 

P.enyuluh Agama 

IslamN.on PNS  

Iskandar.S..E,M.Sy 

 

 

 

S.ekr.etaris  

R .ezky Tampati.S.H 

B .endahara 

Yusmaida 

Administrasi PNS 

Fungsi.onal 

Yulia Santi.S.S.os 

Pramu Bakti N.on 

PNS  

.Emi Marlina.S..E 

Angg.ota P.enyuluh Agama Islam N.on PNS  

Saifullah Purba.S.Pd.i Fikriadi,S.Ag Bustami,M.Si Baid.owi,S.Pd.i 
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Dengan demikian Kepala KUA Kecamatan memiliki tugas : 

a) Memimpin bawahan/pelaksana yang terdiri atas petugas tata usaha dan petugas-

petugas lain yang menjadi wewenangnya 

b) Memberi pedoman, dibawah bimbingan dan petunjuk bagi pelaksana tugas 

bawahannya 

c) Menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi vertikal Departemen Agama 

lainnya maupun antara unsur departemen di Kecamatan dengan unsur 

Pemerintah Daerah 

d) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kantor Departemen Agama 

Kabupaten/Kota 

 Untuk melaksanakan tugas tersebut Kepala KUA dapat mendelegasikan 

sebagian wewenangnya supaya pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik. 

Sebagai contoh yakni dengan langkah mendifinisikan tugas dengan jelas seperti 

Kewajiban Kepala KUA selaku Kepala PPN (Petugas Pencatat Nikah) untuk 

melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas PPN. 

B. Penyuluh Agama 

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan 

Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 54/Kep/MK. 

WASPAN/9/1999, tugas penyuluh yakni melakukan dan mengembangkan kegiatan 

bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan melalui bahasa agama. 

Melaksanakan bimbingan dan pelayanan di bidang penyuluhan agama Islam, 

pemberdayaan lembaga, pengembangan materi dan metode penyuluhan. 

C. Penghulu 

Berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor: PER/62/M.PAN/6/2005 

penghulu memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan perencanaan kegiatan 

kepenghuluan  pengawasan pencatatan nikah dan rujuk pelaksaan pelayanan nikah 

dan rujuk penasihatan dan konsultasi nikah dan rujuk, pemantauan pelanggaran 

ketentuan nikah dan rujuk, pelayanan fatwa hukum munakahat, dan bimbingan 
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mua’malah, pembinaan kelurga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiatan 

kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan. 

D. Tata Usaha 

Melakukan pelayanan dan penyelenggaraan tata usaha dan rumah tangga 

Direktorat. Mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta 

melaksanakan pemecahan yang berkaitan urusan umum, kepegawaian, keuangan, 

administrasi data dan pelaporan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan aplikasi SIMKAH Gen 4 

dalam administrasi pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Bangkinang Kota 

Kabupaten Kampar, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini menemui 

beberapa kendala. Namun, pihak KUA juga telah melakukan berbagai upaya 

perbaikan untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini diharapkan dapat 

mempercepat proses pencatatan, mengurangi kesalahan administrasi, dan 

memberikan kemudahan bagi masyarakat. Maka dari itu dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

Pertama, Implementasi SIMKAH Gen 4 di KUA Kecamatan Bangkinang 

Kota pada dasarnya sudah berjalan cukup baik sebagai upaya digitalisasi pencatatan 

pernikahan. Sistem ini memudahkan proses administrasi, mempercepat pelayanan, 

dan meningkatkan akurasi data pernikahan. Namun, implementasi ini belum 

berjalan sepenuhnya optimal karena masih menghadapi berbagai kendala teknis 

maupun non-teknis 

Kedua, dari aspek komunikasi, terdapat beberapa kendala seperti 

keterlambatan dalam penyampaian informasi, penggunaan bahasa yang terlalu 

teknis sehingga sulit dipahami, serta ketidakkonsistenan informasi antarpegawai. 

Hal ini menyebabkan implementor dan masyarakat sering mengalami kesulitan 

dalam memahami aturan yang berlaku. Namun, melalui rapat koordinasi internal, 

pelatihan pegawai, dan pendampingan langsung kepada masyarakat, kendala 

tersebut dapat diminimalisir. 

Ketiga, pada aspek sumber daya, kendala yang ditemukan meliputi 

keterbatasan kompetensi staf, distribusi informasi yang tidak merata, fasilitas teknis 

seperti jaringan internet yang kurang memadai, serta keterbatasan wewenang di 

tingkat KUA. Kondisi ini menyebabkan beban kerja lebih banyak tertumpu pada 

operator SIMKAH. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan bimbingan teknis, 
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pembagian tugas yang lebih proporsional, serta koordinasi dengan Kemenag 

Kabupaten guna meningkatkan fasilitas dan jaringan. 

Keempat, dari sisi disposisi, sebagian besar pegawai menunjukkan sikap 

positif dan komitmen terhadap kebijakan, meskipun ada beberapa yang masih 

lambat beradaptasi dengan sistem baru. Kendala ini diatasi melalui pembinaan, 

pelatihan berkelanjutan, serta penanaman sikap profesionalisme dalam pelayanan 

publik. 

Kelima, pada aspek struktur birokrasi, kendala utama yang ditemukan 

adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang belum sepenuhnya disesuaikan 

dengan sistem digital serta ketimpangan pembagian tugas, di mana operator 

SIMKAH menanggung sebagian besar tanggung jawab. Upaya perbaikan 

dilakukan dengan menyusun SOP baru yang lebih sesuai dengan sistem digital dan 

melakukan redistribusi beban kerja agar pelayanan tidak bergantung pada satu 

orang saja. 

Dengan demikian, keberhasilan implementasi SIMKAH Gen 4 tidak hanya 

ditentukan oleh kebijakan pusat dan sistem teknologi, tetapi juga oleh kesiapan 

birokrasi lokal, kompetensi sumber daya manusia, serta strategi komunikasi yang 

jelas dan konsisten. Hal ini sejalan dengan pandangan Edwards III bahwa 

implementasi kebijakan akan efektif apabila komunikasi, sumber daya, disposisi, 

dan struktur birokrasi saling mendukung (Edwards, 1980:10–20). 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyampaikan beberapa rekomendasi 

sebagai berikut : 

1. Bagi Kementerian Agama Pusat : Disarankan untuk mempercepat penyebaran 

informasi dan merevisi Standar Operasional Prosedur (SOP) agar selaras 

dengan perkembangan aplikasi terbaru. Melaksanakan pelatihan intensif dan 

berkesinambungan bagi seluruh pegawai KUA, tidak hanya terbatas pada 

operator, guna mencapai pemahaman yang lebih merata. Menyediakan bantuan 

infrastruktur teknis, seperti koneksi internet yang stabil dan memadai, di setiap 

unit KUA. 
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2. Bagi KUA Kecamatan Bangkinang Kota : Melakukan rapat koordinasi secara 

berkala untuk menyinkronkan pemahaman pegawai mengenai ketentuan 

terbaru. Menerapkan pembagian tugas yang lebih seimbang agar tidak timbul 

ketergantungan pada operator SIMKAH saja. Mendorong semua pegawai untuk 

menguasai dasar-dasar penggunaan SIMKAH, meskipun peran utama mereka 

berbeda. 

3. Bagi Pegawai KUA : Meningkatkan keterampilan pribadi di bidang teknologi 

informasi melalui belajar mandiri atau pelatihan resmi. Menjaga sikap ramah 

dan inisiatif dalam melayani masyarakat, mengingat disposisi pegawai sangat 

berpengaruh terhadap pandangan publik. 

Dengan peningkatan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, serta 

struktur birokrasi, diharapkan pelaksanaan aplikasi SIMKAH Gen 4 di KUA 

Kecamatan Bangkinang Kota dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan memberikan 

nilai tambah yang maksimal bagi masyarakat. 
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